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ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rabies
di Kota Ambon

Dominggus Kastanja
Universitas Terbuka
onggoedommy{@ymail.com

Kata Kunici : implementasi, kebijakan, penanggulangan, rabies

Kota Ambon merupakan daerah bebas rabies secara historis, dinyatakan
daerah tertular rabies pertama di Provinsi Maluku sejak tahun 2003. Berbagai
upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintahi~daerah dalam
menanggulangi rabies namun sampai saat ini belum dapat merduntaskannya.

Dengan berpatokan pada standar kebijakan nasional” penanggulangan
rabies serta Standard Operational Prosedure (SOP) yang\baik diharapkan program
pencegahan dan pemberantasan rabies di Kota Ambon dapat'‘mencapai target yang
diiginkan. Kebijakan pemerintah daerah yang t¢rarah/perlu diimplementasikan
dalam proses penanggulangan rabies guna shengurangi jumlah korban kasus
gigitan sehingga masyarakat dapat merasa amaf dalam melakukan aktivitas tanpa
ada rasa takut yang ditimbulkan dari‘peérmasalahan ini. Beberapa program
kegiatan yang dilakukan pemerintah dierah dalam upaya penanggulangan rabies
di Kota Ambon antara lain: (1) pembentukan tim koordinasi, (2) sosialisasi, (3)
vaksinasi massal, (4) pengawasan serta kerjasama dengan instansi teknis terkait.

Penelitian ini bersifat \diskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif serta analisis retrospektif yaitu melihat sejauh mana implementasi
kebijakan yang dilakukan 0leh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan
rabies. Tujuan penehtidn- ini adalah (1) mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan penanggulangan rabies di Kota Ambon (2) menganalisis
faktor-faktor vang “wnempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan
penanggulangan rabies di Kota Ambon.

Segardwumum dapat dikatakan bahwa tim koordinasi belum melaksanakan
tugasnya'dengan baik, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung
maupun, melalui media penyiaran publik namun tingkat partisipasi dan kesadaran
masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan vaksinasi sehingga dari hasil
perhitungan akumulasi prosentase kegiatan vaksinasi massal dan tahun 2007-2012
baru mencapai 56,9% yang di vaksin dari total populasi Hewan Pembawa Rabies
(HPR) di Kota Ambon dan belum memenuhi standar minimal yang telah
ditetapkan yaitu 70% sehingga dapat dikatakan program vaksinasi HPR belum
berjalan maksimal walaupun pengawasan lalu lintas ternak terus dilakukan.

Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan
faktor-faktor yang turut mempengaruhi proses implementasi kebijakan
penanggulangan rabies di Kota Ambon.
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ABSTRACT

Anpalysis of the implementation of Policies for tackling Rabies
in the city of Ambon

Dominggus Kastanja
Open University
onggodommy@ymail.com

Keywords: implementation, policy, countermeasures, rabies

City of Ambon is free of rabies areas historically, declared the area of
contracting rabies first in Maluku province since 2003. A variety, of.policies and
efforts have been made by the local authorities in tackling rabies but so far haven't
been able to finish.

With a standard based on the national policy for.tackling rabies as well as
Standard Operational Procedures (SOP) which both eéxpeeted and eradication of
rabies prevention programs in the city of Ambon{was_able to hit a target that is
diiginkan. Government policy areas that need tvas generally implemented in the
process of tackling rabies in order to redugé the sumber of victims of cases of
bites so that people can feel secure in doinghactivities without any fear arising
from this issue. Some program activities conducted local government in an
attempt to combat rabies in the-city/of Ambon, among others: (1) the
establishment of a coordinating t€am¢ (2} socialization, mass vaccination (3), (4)
supervision as well as cooperation ‘with the pertinent technical agencies.

This research is diskriptif by using qualitative approach as well as a
retrospective analysis that"looked at the extent to which the implementation of the
policies carried out by th¢ 1oeal government in an effort to cope with rabies. The
purpose of this study iS to (1) describe and analyze the implementation of policy
for tackling rabies 1n thie’city of Ambon (2) analyzing the factors that influence in
the process of the imiplementation of policies for tackling rabies in the city of
Ambon.

In general it can be said that a coordination team has not been doing their
job well,'se¢ialization to society is done directly or through the medium of public
broadcasting, but the level of participation and awareness is still low in the
implementation of the vaccination so that the results of the calculation of a
percentage of the accumulated mass vaccination activities from 2007-2612
recently rcached 56.9 in vaccines from the total population of Animal Rabies
Carriers (HPR) in Ambon City and has not met the minimum standard established
of 70 so it can be said the vaccination program HPR had not walking up though
traffic control cattle is continuously performed.

Communication, resources, disposition and bureaucratic structure are all
factors that also affect the process of the implementation of policies for tackling
rabies in the city of Ambon.

i
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik
yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut
beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan olelbeberapa ahli.
Menurut Dye (1981): “Public policy is whatever governments'choose to do or not
to do”'(hal 1). Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun
yang dipilih pemerintah untuk dilakukan “atau. tidak dilakukan. Sementara
Anderson dalam Public Policy-Making (1975) mengutarakan lebih spesifik
bahwa: “Public policies are those policies developed by government bodies and
official "(hal 3).

Berhubungan ,dengan” konteks pencapian tujuan suatu bangsa dan
pemecahan masalah'publik, Anderson dalam Tachjan (2006) menerangkan bahwa
kebijakan publik*merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau
tujuan tertefita yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok
aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang
diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003) menjelaskan
bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional
suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk
mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan

mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.
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Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik vang berorientasi
pencapian tujuan maupuan pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya.
Secara padat Tachjan (2006) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa
tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik
yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa
publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan
kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam” Tachjan (2006),
kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang _.berbedd berdasarkan hierarki
kebijakan, yaitu: policy level, organizational devel, operational level. Dalam suatu
negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif,
sedang organizational level diperapkan” oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya
operational level dilaksanakan ~oleh satuan pelaksana seperti kedinasan,
kelembagaan atau keméntcrian.

Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk
institutionalsarrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan
tingkat hierarkinya. Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara
pelaksana kebijakan paling bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok
sasaran (target group) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan
yang menentukan dampak (outcome) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu
kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali
(assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua level kebijakan

yang diharapkan terjadi sebuah perbaikkan atau peningkatan kebijakan.
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Adapun proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam
menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan.
Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang
melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel.

Jones (1984) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah
dalam kaitannya dengan proses kebijakan vyaitu: “perception/definition,
aggregation, organization, representation, agenda seltingr~ formulation,
legitimation, budgeting, implementation, evaluation and

adjustment/termination”.(hal 27-28)

Tachjan (2006) menyimpulkan /bahwd” pada gans besarnya siklus
kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatafi pokok, yaitu:
1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan/serta

Pengawasandan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. (hal 19)

L2

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses
kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas
pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola
siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau

tujuan tertentu tercapai.

B. Analisis Kebijakan Publik
Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu
disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode

penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang
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relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam
rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Seperti yang dikemukan oleh Weimer and Vining (1998) analisis
kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat
kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti
dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga
berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai
penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajianw.Kebijakannya dapat
dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya/kebyakan publik tertentu dan
sesudah adanya kebijakan publik tertentuc, Analisis kebijakan sebelum adanya
kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya
benar-benar sebuah rekomendasi kébijakan publik yang baru. Keduanya baik
analisis kebijakan sebelum{ maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan
yang sama yakni membérikdan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan
agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Analisis’Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan
dalam proses penciptaan kebijakan. Maka dari itu analisis kebijakan publik
menurunkan beberapa ciri menurut Dunn (2003) vakni: (1) analisis kebijakan
publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan
pemikiran. (2) analisis kebijakan publik merupakan hasil kegiatan kolektif, karena
keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada
pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada. (3)

Analisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif,
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kreatif, imajinatif dan eksploratori. (4) analisis kebijakan publik berkaitan dengan
masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut
melibatkan banyak orang.

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian
yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik
etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian
yakni (a) evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa
dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan
instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi, yang diharapkan dan
yang tidak diharapkan; (b) evaluasi empiris, dinfana-analisis ini bertujuan untuk
mengukur apakah kebijakan publik mampw’ memecahkan masalah dan
menekankan teknik-teknik untuk melihat” efisiensi dan efektifitas sebuah
kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma
dan nilai (value) dimana ddlam, evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

Dunn dalams Nugroho (2003) menyatakan bahwa masalah yang harus
diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang
yang tak térwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya
mungkin-“dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik.
Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi
(berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya
memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang
memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat
dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu,

diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.
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Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik
yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut
beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
Menurut Dye (1981) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson (1975) mengutarakan
lebih spesifik bahwa: “Public policies are those policies developed by government
bodies and official” (hal 3).

Berhubungan dengan konteks pencapian tujuan 4suatu -bangsa dan
pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006) menerangkan bahwa
kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatarf yang miempunyai maksud atau
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh/séorang aktor atau sekelompok
aktor yang berhubungan dengan suafus, pefmasalahan atau suvatu hal yang
diperhatikan. Seiring dengan péndapat” tersebut Nugroho (2004) menjelaskan
bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional
suatu bangsa dapat dipahamni sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk
mencapai tujuan hasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan
mengetahui sejaulimana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi
pencapian tujuan maupuan pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya.
Secara ringkas Tachjan (2006) menjelaskan bahwa tujuan kebijakan publik adalah
dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods
(barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat
dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun

non-fisik.
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Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006)
bahwa kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan
hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level.

Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga
yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga
eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana
seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level,
kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau
peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara
pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana’kebijakan paling bawah
(street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang
menunjukkan pola pelaksanaan kebijdkan, yang menentukan dampak (ouwtcome)
dari kebijakan tersebut. Hasil suatu'kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang
ditetapkan akan ditinjau/kembali (assesment) untuk menjadi umpan balik
(feedback) bagi semua‘l¢vel kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan
atau peningkatan kebijakan.

Adapuny proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam
menyiapkan; menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan.
Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebiiakan yang
melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984) mengemukakan
sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses
kebijakan  yaitu: “perception/definition, aggregation, organization,
representation, agenda  setting, formulation, legitimation, budgeting,

implementation, evaluation and adjustment/termination”.
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C. Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (1980) menyatakan, implementasi merupakan proses umum
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994) menyatakan bahwa
implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan
swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk
mencapai tujuan. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru
akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah
tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untul{ mencapai sasaran.

Menurut Lane, implementasi sebagai‘kohsep dapat dibagi ke dalam dua
bagian. Pertama, implementation = & (Intention, Output, QOutcome). Sesuai
definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan
tujuan, hasil sebagai produk\dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi
merupakan persamaan\fungsi dari implementation = F (Policy, Formator,
Implementor, Initiator,”Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada
kebijakan  itu=—sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh
implementor-dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan
Van Meter dan Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah
membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang

berkepentingan (policy stakeholders).
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Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau
pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang
diperkenalkan oleh Edwards III (1984). Edwards III mengajukan pendekatan
masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan
pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi
kebijakan? (hal 9-10) Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat
faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni
komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksdna dan struktur organisasi,
termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat fakfor'tersébut menjadi kriteria penting
dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hamya dapat dilaksanakan dengan baik apabila
jelas bagi para pelaksana. Hal\ini menyangkut proses penyampaian informasi,
kejelasan informasi dan, kensistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya,
meliputi empat komposnen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi
yang dibutubikan, guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana
terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating
prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi
dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1)
adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk

menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh
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pihak berwenang: (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran
dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala
kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4)
awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya
waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), terdapat dua perspektif dalam
analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik danjperspektif ilmu
politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya
dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat danlefisien. Namun, pada akhir
Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa
ternyata agen administrasi publik tidak hanyd dipengaruhi oleh mandat resmi,
tetapi juga oleh tekanan dari kelompok Kepentingan, anggota lembaga legislatif
dan berbagai faktor dalam lirgkungan politis.

Perspektif ilmus politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem
terhadap kehidupan, politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif
organisasi dalany administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap
pentingnya=input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif,
perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif
ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh
konsistensi antara output kebijakan dengan tuiuannya.

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan
“faktual” dalam implementasi kabijakan (Ripley & Franklin, 1986). Pendekatan
kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini

memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan
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terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis
karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat
dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis
yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang
tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang
berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi
kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan
penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi-saling melengkapi satu
sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan rhulai mengakui adanya faktor
eksternai organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif.
Kecenderungan itu sama sekali tidak berténtangan dengan perspektif faktual yang
juga memfokuskan perhatian‘\pada berbagai faktor non-organisasional yang
mempengaruhi impleméntasi kebijakan (Grindle, 1980).

Berdasarkan, péndekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat
dinyatakan «babwd keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap
implementasy’dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan
implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan
oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat
sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-
organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif
proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program

pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan
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ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara
lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.
Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala
program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja
berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak

yang dihasilkan, atau sebaliknya.

1. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap
implementasi kebijakan, yakni model top doww™dans/model bottom up. Kedua
model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model
proses dan model inkremental dianggap.sebagai gambéran pembuatan kebijakan
berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat
pada model kelompok danimedel kKelembagaan.

Grindle (1980)“memperkenalkan model implementasi sebagai proses
politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan
keputusany, yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirmnya
ditentukan .oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi
para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat
terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor
kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai
aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan (2003)
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mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang
berjudul Kebijakan Publik yang Membumi bahwa:

“Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk
mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah
diseleksi” (hal 9).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu
mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan\teknik yang dapat
mendukung pelaksanaan program, serta melakukdn  interpretasi terhadap
perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk(yang‘dapat diikuti dengan mudah
bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi
dengan lebih khusus dengan mefiyebutnya implementasi kebijakan (policy
implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam
kurun waktu tertentus"Pengertian ini menyimpulkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan’pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun
waktu tertentu.

Nugroho (2004) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak
lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada
dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari
kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan

dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut
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diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan.
Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan
intervensi. Menurut Darwin dalam Widodo (2001) mengemukakan beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu
dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi
kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang
dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan
dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar ‘smatu kebijakan dapat
mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mentayagunakan sumber yang ada,
melibatkan orang atau  sekelompok, ‘“erang dalam  implementasi,
menginterprestasikan kebijakan, progfanryang dilaksanakan harus direncanakan
dengan manajemen yang baik¢ dan menyediakan layanan dan manfaat pada
masyarakat. Berkaitan dengan-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
suatu program.

Subarseno (2005) mengutip pendapat Cheema dan Rondinelli dalam
bukunya yang-berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi),
mengemuKakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.
Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi
kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta

keterlibatan penerima program.
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b. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan
dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan
kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi
kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human
resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah
mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan_pola-pola hubungan yang
terjadi dalam birokrasi dimana semwua “(itu akan mempengaruhi
implementasi suatu program

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar
organisasi, sumberdaya organisasi~‘untuk mengimplementasi program,
karakteristik dan kemampuan“agen pelaksana merupakan hal penting dalam
mempengaruhi suatu, implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut
menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program
tersebut dapai-mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.
Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa
“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi
apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan
pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk
kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang

berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43309.pdf

publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik,
Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan
di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi,
seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang

terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teeri implementasi:

a. Teori George C.Edwards III (1980)
Dalam pandangan Edwards III, implenientasi Kebijakan dipengaruhi oleh
empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) ‘sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)
struktur birokrasi. Keempat variabel.tersebut juga saling berhubungan satu sama
lain.
1). Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui,apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran
suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.
2). Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
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melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut
dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan
sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi
kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas

menjadi dokumen saja.

3). Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki»implementor.
apabila implementor memiliki disposisi yang baik,\ maka dia akan
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Ketika implementor memiliki sikaphatau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif. berbagai pengalaman/ pembangunan dinegara-negara dunia
ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.
Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti
Indonesia adalab” contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran
aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4). Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah
satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
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menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana
aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya digrganisasikan secara
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih)dampak atau tujuan
yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005) mendefinisikan
implementasi kebijakan publik sebagai

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuanmyarg telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
sebelumnya. Tindakan-tindakan® ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi-tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu
tertentu maupun ddlam, rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai

perubahan-perubaharicbesar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan”. (hal 102)

Tahaphinmiplementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan
sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan.
Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan
tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan
berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson
(1978) mengemukakan bahwa: "Policy implementation is the application by

government's administrative machinery to the problems. (hal25) Kemudian
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Edward 111 (1980) menjelaskan bahwa: “policy implementation, ... is the stage of
policy making between e;tablishment of a policy...And the consequences of the
policy for the people whom it affects”.(hal 1).

Berdasakan penjelasan di atas, Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang
dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di
antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implemientasi kebijakan
mengandung logika rop-down, maksudnya menurunkany, atau menafsirkan
alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro_meijadialternatif yang bersifat
konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
proses kebijakan. Artinya implementasi-kébijakan menentukan keberhasilan suatu
proses kebijakan dimana tujtan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.
Pentingnya implementasi~kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam
Agustino (2006) _bahwd: “The execution of policies is as important if not more
important than-policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets
unless they-dre implemented”. (hal 154)

Agustino (2006) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua
pendekatan yaitu: “Pendekatan top down yang serupa dengan pendekatan
command and control (Lester Stewart, 2000) dan pendekatan bottom up yang
serupa dengan pendekatan the market approach (Lester Stewart, 2000).
Pendekatan top down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi
dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat

pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan
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politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus
dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah
(street level bureaucrat)”.

Bertolak belakang dengan pendekatan fop down, pendekatan bottom up
lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga
masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang
terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oléhwarga setempat.
Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan s€lalu melibatkan
masyarakat secara partisipastif.

Tachjan (2006) menjelaskan tentang sunsur-unsur dari implementasi
kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. Target group atdau Kelompok sasaran. (hal 26)

Unsur pelaksana’adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock
& Dimock dalam, Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

“Pelaksafa kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan
yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta
perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan,

perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia,
pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah
birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006):

“Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and
policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy

process. In policy and program formulation and legitimation activities,
bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”. (hal 27)
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Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam
implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan
kebijakan publik dimana birokrasi mempunyal peranan besar namun tidak
dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-
tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini
dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006) bahwa “Implementation is that
set of activities directed toward putting out a program intoveffect”. Menurut Terry
dalam Tachjan (2006) program merupakan;

“A program can be defined as a compreliensiye plan that includes future use

of different resources in an integrated patt€rn aridestablish a sequence of required
actions and time schedules for each in erder to‘achieve stated objective. The make
up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards
and budgets”. (hal 31).
Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah
menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu
kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode,
standar dariibudjet. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program
harus menniliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki ,

2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,

3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,

4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun

dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang

diperlukan (Siagian, 1985:85)
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Selanjutnya, Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus
menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat
(type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program (program
implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources commited)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari
beberapa tahap yaitu:

l. Merancang bangun (design) program beserta “perirician tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan uvkuran prestasi yang jelas serta
biaya dan waktu.

2. Melaksanakan (aplication) pregram dengan mendayagunakan struktur-
struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan
metode yang tepat.

3. Membangun ,Sist€m penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana
pengawasan\yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan

(Tachjan;2006: hal 35)

Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik.
Unsur yang terakhir dalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan (2006)
mendefinisikan bahwa: “target group yaitu sekelompok orang atau organisasi
dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi
perilakunya oleh kebijakan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa

karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok,
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jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi
mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan
begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi
kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai
dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. What is the precondition for successful policy implementation?
2. What are the primary obstacles to successful policy implementation?

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik
perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penefitunya, Untuk menggambarkan
secara jelas variabel atau faktor-faktor ,fang\beérpengaruh penting terhadap
implementasi kebijakan publik serta(guna penyederhanaan pemahaman, maka
akan digunakan model-model{impiementasi kebijakan. Edwards III (1980)
berpendapat dalam modél -implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan'dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Communication’(komunikasi)
2. Resaurces(sumber daya)
3. Disposition (sikap pelaksana)

4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)

D. Kebijakan Penanggulangan Rabies

Rabies adalah penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia melalui
gigitan anjing, kucing, atau kera yang positif rabies. Virus rabies banyak terdapat
dalam air liur penderita rabies. Mengingat bahaya rabies terhadap kesehatan dan

ketentraman hidup masyarakat, maka usaha pengendalian penyakit berupa
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pencegahan dapat dilakukan dengan jalan menvaksinasi hewan peliharaan yaitu
anjing, kucing dan kera setiap setahun sekali.

Akibat dari gigitan yang positif rabies apabila orang yang digigit anjing
tersebut tidak divaksinasi sebanyak 14 kali didaerah pusar, maka dapat
menyebabkan gejala rabies. Penderita rabies sekali gejala klinis timbul biasanya
diakhiri dengan kematian. Terhadap bahaya rabies termasuk diatas ini akan
mengakibatkan timbulnya rasa cemas atan rasa takut baik terhadap orang yang
digigit maupun masyarakat pada umumnya.

Untuk mencegah penyakit rabies perlu diberi vaksin/pada semua anjing,
kucing dan kera biasanya dalam hal ini perlu “%esadaran dari pemilik hewan
peliharaan untuk mengvaksinasi secara teratur dar berkesinambungan, sedangkan
dari pihak Dinas Peternakan perlu memberi penyuluhan tentang rabies melalui
media masa.

Mengingat bahayd _dan’ keganasan rabies terhadap kesehatan dan
ketentraman hidup /masyarakat, maka usaha pengendalian penyakit berupa
pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan perlu dilaksanakan seinsentif
mungkin, Uritak melaksanakan hal tersebut perlu adanya pedoman umum bagi
para petugds Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan Departemen
Dalam Negeri.

Pencegahan rabies pada hewan adalah tanggung jawab Dinas Peternakan
atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan di daerah baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota dan dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan
semua instansi. Agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif, maka disusun

pedoman khusus berlandaskan pada surat keputusan bersama antara menteri
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Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan
penanggulangan rabies.
Kebijakan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam program
penanggulangan dan pemberantasan rabies, diantaranya :
- Melaksanakan kegiatan pembebasan rabies terpadu (SKB 3 Menteri, 3
Dirjen)
- Meningkatkan Promosi.
- Mencegah kejadian rabies manusia dg penanganan kasus'gigitan hewan
tersangka / rabies sedini mungkin.
- Mencegah penularan dari hewan ke manusia dg-vaksin & eliminasi HPR
- Meningkatkan pengetahuan & keterampilan petugas dim penanganan
kasus gigitan hewan tersangka / rabies:
- Meningkatkan Peran Serta Masydrakat untuk program pembebasan rabies.
Adapun langkah-langkah peneegahan rabies dapat dilihat dibawah ini:
- Tidak membérikan jizin untuk memasukkan atau menurunkan anjing,
kucing,kera dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies.
- Memusnahkan anjing, kucing, kera atau hewan sebangsanya yang masuk
tarpa izin ke daerah bebas rabies.
- Dilarang melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies kedaerah-
daerah bebas rabies.
- Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing dan kera, 70%
populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km disekitar lokasi kasus.
- Pemberian tanda bukti atau pening terhadap setiap kera, anjing, kucing

yang telah divaksinasi.
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- Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan dengan
jalan pembunuhan/eliminasi dan pencegahan perkembangbiakan.

- Menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita
rabies, selama 10 sampai 14 hari, terhadap hewan yang mati selama
observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk
dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk diagnosa.

- Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan
sebangsanya yang bertempat sehalaman dengan hewan tersangka rabies.

- Membakar dan menanam bangkai hewan .yang smati karena rabies
sekurang-kurangnya 1 meter.

Kunci utama dalam menangani rabiés adalah mencegah pada sumbernya
yaitu hewan. Sesuai dengan pedonian~pengendalian rabies terpadu, metoda
pemberantasan rabies dilakukandengan-a) vaksinasi dan eliminasi dilakukan pada
anjing, kucing, dan kera déngan‘fokus utama pada anjing, b) vaksinasi dilakukan
terhadap anjing dan/kera berpemilik, dan c) eliminasi dilakukan terhadap anjing
tidak berpemilik | ddn anjing berpemilik yang tidak divaksinasi/diliarkan.
(Direktorat Keschatan Hewan, 2006).

Di“indonesia HPR utama pada hewan domestik adalah anjing, kucing dan
monyet. Serangan yang disebabkan oleh anjing hampir dilaporkan setiap tahun
dari berbagai daerah tertular di Indonesia terutama Sumatera Barat, Jawa Barat
dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008 Provinsi Bali melaporkan adanya
kasus gigitan pertama yang dikonfirmasi sebagai rabies. Ini adalah kasus pertama
yang di pernah dilaporkan dari pulau dengan populasi anjing yang tinggi jika

dibandingkan dengan provinsi lainnya.
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Penularan Rabies di Indonesia umumnya berawal dari suatu kondisi anjing
yang tidak dipelihara atau tanpa pemilik (rural rabies) yang berkembang hingga
mencapai  populasi yang sulit dikendalikan (Departemen Pertanian,
2007). Keadaan inilah yang menyebabkan daerah-daerah di Indonesia menjadi
endemis terhadap Rabies.

Provinsi Maluku merupakan daerah bebas rabies sebelumnya. Kasus
gigitan pertama kali dilaporkan tanggal 28 Agustus 2003 oleh puskesmas Lateri
dan Urimesing sebanyak 7 kasus dengan 3 kematian diduga rabies. Petugas
kesehatan Provinsi dan Kota Ambon melakukan investigasi diduga asal anjing
dibawa oleh nelayan dari Sulawesi Tenggara (Kendari).

Dibandingkan dengan Bali, beberapa wilayah di Maluku termasuk Kota
Ambon sudah lebih dulu menjadi daerah endemis rabies. Ditinjau dari sisi
fasilitas dan sumber daya, Malgku'kurang beruntung dibanding Bali sehingga
penanganannya lebih lambat,Bali-baru mengalaminya belakangan, sekitar tahun
2008 ketika kasuspertama ditemukan di daerah Badung. Namun karena
kurangnya tenaga\ medis serta dokter hewan yang ada di Maluku maka
penangandfi-awal berjalan lambat.

Dacrah-daerah di Maluku yang tertular penyakit rabies selain Kota Ambon
adalah Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Seram Bagian Barat,
Maluku Tenggara Barat dan terakhir Maluku Barat Daya dengan 17 kasus gigitan
anjing pada Januari 2012 dengan satu korban meninggal.

Seperti yang terjadi di wilayah Seram Bagian Barat, misalnya status
endemis baru ketahuan setelah ada 17 orang yang meninggal karena rabies. Selain

di wilayah Seram Bagian Barat, rabies juga ditemukan di 3 wilayah lain di
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Maluku yang juga ditetapkan sebagai daerah endemis. Ketiga wilayah itu meliputi
Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat dan ibukota Provinsi Maluku sendiri
yakni Kota Ambon. Meski rabies di Maluku telah menjadi endemik sejak 2003,
namun upaya penanganan tampaknya tidak seheboh Bali yang memang banyak

disorot karena merupakan salah satu tujuan wisata internasional.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Kasus Rabies di Provinsi Maluku
Tahun 2011
1 | Kota Ambon 1.047 524 4
2 | Maluku Tengah 214 133 0
3 | Seram Bagian Barat 360 347 4
4 | Maluku Tengg.Barat 994 734 22
5 | Maluku Tenggara - - -
6 | Maluku Barat Daya 23 - -
7 | Kota Tual - - -
8 | Kepulauan Aru - - -
9 | Buru Buri S¢latan - - -
10 .| Seram Bagian Timur - - -
Total 2.638 1.728 30

Sumiber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku

Dilihat dari jumlah kasus gigitan anjing pada manusia yang hanya 700-800
gigitan/tahun, penanganan rabies di Maluku seharusnya bisa lebih cepat dari Bali
yang pernah mencapai 153 kasus gigitan/hari. Kendala lainnya tentu saja faktor
geografis, karena Maluku ini wilayah kepulauan, untuk memeriksakan diri orang
ke puskesmas kadang harus berjalan kaki sangat jauh sampai puluhan kilometer

sehingga untuk pertolongan pertama sulit didapatkan.
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1. Strategi Pengendalian dan Pencegahan Rabies
Menurut laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwa kasus
gigitan rabies ke manusia mencapai jumlah 20.926 kasus gigitan per tahun pada
tahun 2010 yang terlaporkan kepada Dinas-Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten
di Indonesia (Departemen Kesehatan, 2011). Dalam mencapai tujuan itu
Pemerintah mengatur dengan melaksanakan strategi dibawah ini (Departemen
Pertanian, 2007):
a. Karantina dan pengawasan lalu lintas terhadap hewan penular Rabies
diwilayah/daerah untuk mencegah penyebaran penyakit
b. Pemusnahan hewan tertular dan hewan yang &ontak untuk mencegah sumber
virus Rabies yang paling berbahaya.
c. Vaksinasi semua hewan yang dipt€lihara didaerah tertular untuk melindungi
hewan terhadap infeksi dan niengarangi kontak terhadap manusia.
d. Penelusuran dan surveilans‘wntuk menentukan sumber penularan dan arah

pembebasan daripenyakKit; dan

Tindakan terhadap orang yang digigit atau dijilat oleh hewan yang tersangka atau

menderita rabies. (Departemen Kesehatan, 2008)

1. Apabila terdapat informasi ada orang yang digigit anjing atan dijilat oleh
hewan yang tersangka rabies harus segera ke Puskesmas terdekat guna
mendapatkan perawatan luka akibat gigitan.

2. Apabila dianggap perlu orang yang digigit atau dijilat hewan yang tersangka
rabies harus segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas

pengobatan anti rabies.
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3. Apabila hewan yang dimkasud ternyata menderita rabies berdasarkan
pemeriksaan klinis maupun laboratories dari Dinas Peternakan, maka orang
digigit atau dijilat harus segera mendapat pengobatan khusus di unit

Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies.

4. Apabila hewan yang menggigit itu tidak dapat ditangkap, atau tidak dapat
diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka orang
digigit atan dijilat tersebut harus segera dikirim ke unit Kesehatan yang
mempunyai fasilitas anti rabies.

Tindakan terhadap hewan tersangka atau mendefrita rabies adalah apabila
ada informasi hewan tersangka rabies ataw mieriderita rabies, maka Dinas
Peternakan harus melakukan penangkapan atausmiembunuh hewan tersebut sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Apdbila sételah dilakukan observasi selama lebih
kurang dua minggu ternyata hewan itu masih hidup, maka diserahkan kembali
kepada pemiliknya seteldh)divaksinasi, atau dapat dimusnahkan apabila tidak ada
pemilikinya.

Tata Cara Pelaporan Rabies, antara lain :

a. «Apabila’ada persangkaan rabies pada hewan, Kepala Desa harus segera
melaporkan kepada Camat dan petugas Peternakan di kecamatan.

b. Camat setelah menerima laporan dari kepala desa tentang adanya
persangkaan rabies pada hewan harus segera melaporkan kepada
Bupati/Walikota madya Daerah Tingkat II.

c. Petugas peternakan di Kecamatan setelah menerima laporan dari kepala

desa dan pimpinan unit kesehatan setempat tentang adanya persangkaan
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rabies harus segera melaporkan kepada kepala Dinas Peternakan
Kabuapten/Kotamadya Daerah Tingkat 11.

d. Kepala Dinas Peternakan di Kabupaten/Kotamadya setelah menerima
laporan harus segera melaporkan kepada Bupati/Walikota madya.

e. Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk memfasilitasi
kerjasama masyarakat terutama dari pemilik hewan dan komunitas yang
terkait.

2. Sistem Regulasi
Peraturan perundangan yang menjadi landasan program pemberantasan
Rabies di Indonesia, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 ten{ang Peternakan dan Kesehatan
Hewan. (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 5015);

b. Undang-undang Nomor 4, tahun 1982 tentang Wabah Penyakit Menular.
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negédra/Republik Indonesia Nomor 3273);

c. Undang-undarig /Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran
Negara, Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara-Republik Indonesia Nomor 3482);

d. “Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

¢. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

f. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973 tentang Pembuatan
Persediaan, Peredaran dan pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan
Diagnostika Biologis Untuk Hewan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Pembuatan
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner. (Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 1983
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik \Indonesia Nomor
3253);

J- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun<]1921 ‘t¢ntang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular. (Lembaran“Négarda Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran‘Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan.
(Lembaran Negara.. Repubiik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129,
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagaian urusan
Pemerintahan “Anatar pemritahana Daerah provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor~ 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737y,

m. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

n. Keputusan Bersama Menteri Kesechatan Republik Indonesia, Menteri
Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VII/1978, Nomor
522/Kpts/UM/8/78 Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies.
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o. Keputusan Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia, = Nomor
487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan

Penyakit Hewan Menular.

Berdasarkan ~ Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  No
487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan Menular ditetapkan dua kelompok penyakit hewan menular
antara lain kelompok A yaitu kelompok penyakit yang wajib dilaporkan dan
kelompok B yaitu kelompok penyakit yang tidak wajib dilaporkan.

Kelompok A, apabila timbul wabah menjadi beban dan tanggungjawab
pemerintah seluruh dalam usaha penanggulangannyd. Kelompok B, apabila
timbul wabah, masyarakat diminta ikut\Serta” menanganinya. Kelompok
penyakit hewan menular yang termasuk dalam daftar A dan daftar B adalah
sebagai berikut:

Daftar A :

1) Anaplasmosis, jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah
biak.

2) Anjing Gila“(Rabies, Lyssa), jenis hewan yang dapat diserang adalah
s€mua hewan.

3) DBabesiosis (Texas Fever), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan
memamah biak.

4) Demam Tiga Hari (Penyakit kaku, Bovine Efhemeral Fever/BEF), jenis
hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak.

5) Erysipelas (Diamond Skin Disease), jenis hewan yang dapat diserang
adalah babi.

6) Ingus Jahat (Malleus, Glander), jenis hewan yang dapat diserang adalah
kuda.

7) Jembarana, jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak

(sapi).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43809.pdf

8) Keluron Menular (Brucellosis), jenis hewan yang dapat diserang adalah
hewan memamah biak dan babi.

9) Leptospirosis (Weil’s Disease, Red Water Disease), jenis hewan yang
dapat diserang adalah hewan memamah biak dan babi.

10) Lidah Biru (Bluetongue), jenis hewan yang dapat diserang adalah domba,
kambing dan sapi.

11) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK, Apthae Epizooticae, Foot and Mouth
Disease), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak
dan babi.

12) Ngorok (Septichemia Epizooticae), jenis hewan yaig dapat diserang
adalah hewan memamah biak.

13) Radang Paha (Gangrenosa Emphysematosa, {Boutvuar, Blackleg), jenis
hewan yang dapat diserang adalah hewan rhemamah biak dan babi.

14) Radang Limpa (Anthraks), jenis hewan‘yang dapat diserang adalah semua
hewan.

15) Surra (Mubeng, Trypanosomiasis),” jenis hewan yang dapat diserang
adalah hewan memamah/biak dan kuda.

16) Sampar Babi Menular (Hog Cholera), jenis hewan yang dapat diserang
adalah babi.

17) Tuberculosis (FBEC); jenis hewan yang dapat diserang adalah sapi.

18) Theileriesis; jerlis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah
biak dan babi.

19) Trichomoniasis, jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah
biak dan babi.

Daftar B

1) Baberasan (Barrasan, Cysticercosis), jenis hewan yang dapat diserang
adalah hewan memamah biak dan babi.

2) Berak Darah (Coccidiosis), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan
memamah biak, babi, dan unggas.

3) Nematodiasis dan Fascioliasis (cacing alat pencernaan), jenis hewan dapat

diserang adalah hewan memamah biak dan babi.
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4) Orf (Dakangan, Echtyma Contagiosa Caprie), jenis hewan yang dapat
diserang adalah kambing dan domba.

5) Ingusan (Bovine Malignant Catarrhal, Coryza Gangrenosa Bovum), jenis
hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak.

6) Kaskado (Stephanofilariasis), jenis hewan yang dapat diserang adalah
hewan memamah biak.

7) Kudis Menular (Scabies), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan
memamah biak dan babi.

8) Kurap (Ringworm), jenis hewan yang dapat diserang adalah sapi.

9) Radang Mata (Pink Eye), jenis hewan yang dapat diserang adalah sapi,
kuda, kambing dan domba.

10) Selakarang (Saccharomycosis, Lymphangitis{Epizooticae), jenis hewan
yang dapat diserang adalah hewan berkuku(satu.

11) Salmonellosis, jenis hewan yang dapat diserang adalah semua hewan.

12) Avian Encephalomyelitis (Epidemic Tremor), jenis hewan yang dapat
diserang adalah unggas.

13) Berak Kapur (Pullorum) jjadaUnggas.

14) Cacar Ayam (Diptheria Ayam, Fowl Pox) pada unggas.

15) CRD (Chronic R€spiratory Disease) pada unggas.

16) Chlamidiosis (Psittacosis, Ornithosis) pada unggas.

17) Gumbore, yang menyerang unggas.

18) Infectious Bronchitis (IB), jenis hewan yang dapat diserang adalzh unggas.

19) Infectious Laryngotracheitis (ILT), pada unggas.

20) Kolera Ayam, yang menyerang unggas.

21) Koriza (Snot, Infectious Coryza) pada unggas.

22) Lymphoid Leukosis (LL) pada unggas.

23) Marek (Marek Disease) pada unggas.

24) Tetelo (ND/Newcastle Disease, Avian Pneumoencephalo myelitis), jenis
hewan yang dapat diserang adalah unggas.
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E. Kerangka Pikir Penelitian

Nugroho (2004) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak
lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada
dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari
kebijakan publik tersebut.

Rabies adalah penyakit daftar B pada Office International des Epizooties
(OIE) yang penting dari aspek sosio ekonomi dan, kesc¢hatan masyarakat.
Kebijakan memberantas rabies dilaksanakan dengan-alasan utama perlindungan
kehidupan manusia dan mencegah penyebdran\k¢ hewan lokal dan satwa liar.
(Ditjen Peternakan, 2007).

Dalam upaya menangguldangibahaya rabies secara nasional maupun pada
daerah tertular di seluruh gvilayah Indonesia, perlu adanya sistem regulasi atau
perundang-undangan- yarig digunakan sebagai payung hukum bagi pengambil
kebijakan atau-impleméntor dalam mengatur jalannya proses kebijakan, sistem
regulasi s€€ara-hirarki harus memiliki keterkaitan dan hubungan dengan maksud
dan tujuan-kebijakan dalam hal ini yang terkait dengan rabies.

Program kegiatan dalam rangka penanggulangan rabies di seluruh daerah
tertular di Indonesia pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan standar nasional
yang mengacu pada kebijakan umum pengendalian dan pemberantasan rabies
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya : vaksinasi massal, sosialisasi,

surveilens, pengawasan lalulintas ternak, dll.
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Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota melalui dinas teknis
pada prinsipnya hanya melaksanakan program yang ada disesuaikan dengan
kondisi wilayah dan ketersediaan anggaran daerah dalam menunjang pelaksanaan
kegiatan dimaksud dengan menggunakan strategi kebijakan dalam upaya
mencapai hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan kebijakan maka perlu dilakukan strategi yang baik dan
terarah, dalam proses pemberantasan rabies perlu dilakukan dengan menjalankan
gabungan atau kombinasi strategi. Penjabaran dari setiap strategi_harus mengacu
pada pedoman yang sudah ditetapkan sehingga arah dan tujuan dari pelaksanaan
program kegiatan dapat mencapai hasil yang diifgifkan” sesuai dengan maksud
dan tujuan kegiatan itu sendiri.

Keberhasilan program dan kebijakan” yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kota Ambon dalam prosés pénanggulangan rabies tidak bisa terlepas dari
dukungan banyak pihak Yang, turut membantu khususnya dalam pelaksanaan
teknisnya di lapangan, Hal ini dikarenakan bahwa permasalahan yang dihadapi
khususnya dalam_proses penanganan kasus rabies ini cukup kompleks sehingga
perlu adanyakerjasama pihak-pihak yang berkompeten guna menunjang kegiatan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan
penanggulangan rabies di Kota Ambon sesuai dengé.n teori yang disampaikan oleh
George C. Edwards III (1980) dimana implementasi kebijakan dapat dipengaruhi
oleh faktor —faktor antara lain :

1. Komunikasi
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam
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pencapaian tujuan kebijakan. Perlu adanya kejelasan, ketepatan dan kecukupan
dari sebuah kebijakan untuk dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana
agar dapat sampai kepada target sasaran.

Dukungan aktif dari masyarakat adalah bagian penting dari upaya
pembebasan rabies. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan kampanye publik
yang intensif melalui media yang dianggap efektif. Masyarakat harus
diinformasikan mengenai aspek kesehatan masyarakat dari rabies, keperluan yang
berkaitan dengan kampanye pengendalian, dan pemberantasan termasuk
pelaporan kasus penggigitan, hasil yang dicapai dan hal*hal 1ain yang menarik
perhatian masyarakat. (Ditjen Peternakan dan Keswan;-2007)

2. Sumberdaya

Sumber daya manusia petugas.pelaksana teknis sangat diperlukan dan
perlu didukung dengan fasilitas gienufijang baik itu dalam bentuk sarana prasarana
maupun peralatan teknis.

Dalam pelaksangan penanggulangan dan pemberantasan rabies di Kota
Ambon perlu adanya dukungan dana yang cukup oleh pemerintah daerah melalui
APBD namiun-perlu di ingat bahwa karena rabies ini sudah menjadi wabah
nasional“miaka perlu perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat maupun
pemerintah provinsi.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika
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pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi

akan mengalami banyak masalah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dari acuan diatas maka dapat di buat Skema «Alur~Kerangka Pikir

Penelitian sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBUAKAN
PENANGGULANGAN RABIES

h )4

SISTEM REGULASI/DASAR HUKUM

o7 T~

STANDAR

STRATEGI

KEBIJAKAN PELAKSANAAN

Ll

1L

BERPENGARUH

FAKTOR-FAKTOR YANG TURUT

Komunikasi | Sumberdaya Disposisi Birokrasi

4L

KEBERHASILAN PROGRAM
( Penurunan Jumlah Kasus )

Bagan 3.1. Kerangka Pikir Penelitian
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

2

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ” Analisis Implementasi
Kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Ambon “ adalah sebagai berikut :
A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Kualitatit' dengan
analisis Deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode pen¢litian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang _alamiah,” dimana peneliti
adalah instrumen kunci, dengan teknik pengambilan’data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifatdnddktifdan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan pada makna daripadd generalisasi.

Melalui metode penelitian\/kualitatif ini peneliti berharap mampu
mengungkapkan berbagai pErtimbangan yang dipakai oleh policy makers dalam
menetapkan kebijakan'ptnangulangan rabies di Kota Ambon sehingga pada

akhimya mampu| méndiskripsikan bagaimana proses pengimplementasian

kebijakan tersebut:

B. SubjekK Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah instansi/lembaga pemerintah berkompeten
yang terlibat langsung dalam proses penanggulangan penyakit rabies di Kota
Ambon. Responden adalah pimpinan dan pejabat teknis pada Instansi/Lembaga
yang berkompoten dan stakeholder yang terlibat dalam proses dimaksud, antara

lain : Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
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Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Stasiun Karantina Pertanian Klas 1

Ambon, Laboratorium Keswan Tipe B Passo Ambon.

C. Teknik Pengumpulan Data

Responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-
pihak atau orang-orang yang terlibat langsung dalam program penanggulangan
dan pemberantasan rabies di Kota Ambon. Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang secara teknis menangani langsung kegiatan, ini “adalah Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.

Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara
narasumber/informan yang dipilih secara purpdsive, antara lain:

1. Untuk menganalisis proses implementasi kebiiakan yang telah dilakukan
dalam proses penanggulangan~rabies digunakan wawancara dimana
peneliti langsung mewawancarai pihak-pihak yang berkompoten dalam
proses dimaksud:y Hal/ini dimaksudkan agar sumber informasi yang
diperoleh dapat dipakai sebagai sumber data yang akurat karena informan
memahami betul maksud dan tujuan penelitian serta permasalahan yang

terjadi sesuai dengan topik penelitian yang di angkat.

2. Untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang kasus rabies di Kota
Ambon diperoleh melalui data sekunder seperti data: sebaran penyakit
rabies, rekapitulasi hasil vaksinasi dan perkembangan kasus rabies untuk 5
(lima) tahun terakhir, peraturan-peraturan, serta data lainnya yang relevan
dengan program dimaksud yang diperoleh dari dinas/intansi terkait yang

berkompeten dalam program penanggulangan rabies.
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D. Prosedur Pengolahan Data

Analisis dimulai dengan melakukan kunjungan atau pengumpulan data
pada instansi/lembaga dan organisasi terkait yang secara langsung terlibat dalam
program penanggulangan rabies di Kota Ambon untuk mendapatkan data dasar
untuk menganalisis situasi berdasarkan data dari waktu ke waktu.

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikelompokan
dalam indikator-indikator penelitian, kemudian digali secara mendalam mengenai
proses pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan yaiti~kebijakan dalam
pengendalian dan pemberantasan rabies serta menganalisis” faktor-faktor yang
turut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Kemudian data-data yang ada diuji kembali melalui cross check dengan
keterangan masyarakat/pejabat desa yang dilakukan dengan observasi langsung di
lapangan dalam hal ini pada da€rah/lokasi yang pernah dinyatakan sebagai daerah
endemik penularan rabies untik melihat kondisi rill yang terjadi sebelum maupun
sesudah kebijakan dilakukan.

Setelah ‘mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang berkompoten dan
kesesuaian ‘data dengan kondisi rill di lapangan maka dilakukan telaahan secara

mendalam“dan mendetail setiap indikator yang ada.
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan antara lain:
|. Implementast kebijakan penanggulangan rabies di Kota Ambon

Pelaksanaan teknis kebijakan dilaksanakan oleh Dipas’ Pertanian dan
Kehutanan Kota Ambon dengan mengacu pada Peraturan” Walikota Ambon
Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian dafi Pembérantasan Rabies di Kota

Ambon melalui program kegiatan antara laifi:

a. Pembentukan Tim Koordinasi (TiKor)

Untuk memperlancarjalannya proses kegiatan pengendalian penyakit
rabies di Kota Ambon'déngan berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor
05 Tahun 2007,pada” Bab V pasal 9 maka dibentuk Tim Koordinasi
Pembebasari-Rabies Tingkat Kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah
kerjay antard lain; (1) wilayah Kota Ambon, (2) wilayah Kecamatan Sirimau,
(3) wilayah Kecamatan Nusaniwe, dan {4} wilayah Kecamatan Teluk Ambon
Baguala.

Tugas utama Tikor Kota Ambon adalah memberikan pembinaan dan
asistensi kepada Tikorcam serta melakukan pengawasan lalulintas ternak dan
melakukan penutupan daerah tertular rabies melalui kewenangan yang ada.
Kehadiran Tim Koordinasi yang dibentuk pada setiap kecamatan bertujuan

guna mempersempit rentan kendali dalam proses pelaksanaan kegiatan
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dilapangan serta mempermudah pengontrolan yang terjadi pada wilayah
masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama ini tim koordinasi tingkat
kecamatan yang dibentuk belum bekerja secara baik dan kurang aktif dalam
memberikan masukan dan laporan perkembangan pada masing-masing
wilayah kerjanya, hal ini diakibatkan karena masing-masing Tikor yang telah
dibentuk tidak menjalankan tugasnya dan tidak melakukar kogrdinasi dengan

dinas teknis.

b. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam proses penyampaian infermasi kepada masyarakat di Kota
Ambon, pemerintah dacrah melakukan kerjusama dengan media penyiaran
yaitu TVRI Stasiun AmbOn guna penyampaian informasi dan himbanan
kepada masyarakat tentagg bahaya rabies serta cara-cara penanggulangan dan
antisipasi terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR).

Pemérintah” Daerah Kota Ambon juga melakukan sosialisasi dan
penyampatan informasi tentang pentingnya pengetahuan tentang rabies
melaii lembaga-lembaga pendidikan dalam hal ini pada sekolah-sekolah
maupun perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang
ada di daerah ini, selain itu sosialisasi dan penyampaian informasi juga
dilakukan pada tempat-tempat ibadah seperti di gereja dan masjid kepada

wmat atau jemaah yang melaksanakan ibadah atau sholat berjamaah.

¢. Vaksinasi terhadap Hewan Pembawa Rabies (HFR)
Vaksinasi dilakukan guna memutuskan mata rantai penularan penyakit

rabies.
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Sasgzrannya mengantisipasi penularan rabies di Kota maupun Pulau
Ambon. Pulau Haruku. Pulau Saparua dan Pulau Nusalaut serta Kabupaten
Maluku Tengah. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengon mendatangi satu
persatu rumah warga kemudian memberikan sedikit pengarahan, pendataan
dan kemudian vaksinasi. Metode mendatangi warga dari rumah kerumah
sampai saat ini masih diterapkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang
masth rendah. Meskipun sudah didatangi tanpa dipungut biayadgratis) banyak
dari masyarakat yang tidak mau anjingnya divaksinasi,

Secara umum dapat kita katakan bahwatakupan hasil vaksinasi tahun
2012 ini tidak lebih baik dibanding tahun2007; 2008 dan 2009 namun sedikit
lebih baik jika dibandingkan pada-tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2010
datanya tidak dimasukan _ karena ~vaksinasi tidak dilakukan diseluruh
kecamatan tetapi hanya-dilakukan pada 3 (tiga) desa saja yaitu desa Wayame
Kecamatan Teluk¢Ambon, Desa Passo Kecamatan Baguala dan Desa Soya
pada Kecamatan Sifimau.

Dapi_hasil perhitungan akumulasi prosentase kegiatan vaksinasi HPR
dari, Tahun 2007 s/d 2012 yang dilaksanakan yaitu 56,9% belum memenuhi
standar cakupan vaksinasi yang telah ditetapkan yaitu 70% sehingga dapat

dikatakan program vaksinasi HPR di Kota Ambon belum maksimal.

d. Pengawasan serta kerjasama dengan instansi terkait

Pengawasan lalulintas ternak bertujuan untuk mencegah masuknya
hewan ternak dari dan keluar daerah serta untuk mengantisipasi
penyelundupan ternak yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang

dilakukan pada tempat-tempat pemasukan resmi yang ada di Kota Ambon.
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Untuk pengawasan lalulintas ternak. pelaksanaan dilakukan pada
pelabuhan laut vang ada di Kota Ambon dengan melibatkan staf Dinas
Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
petugas karantina hewan pada Kantor Karantina Pertanian Klas | Ambon.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan rabies di Kota
Ambon
Beberapa faktor yang turut mempengaruhi kebijakan-penanggutangan
rabies di Kota Ambon antara lain:
a. Komunikasi
Secara umum dalam kejelasan,/kecukdpan, ketepatan informasi yang
disampaikan pemerintah daerah mefalui” dinas teknis lewat sosialisasi dan
kampanye melalui media cetak maupun elektronik kepada masyarakat sudah
baik namun sebagian kecil sdja dari masyarakat yang belum mengerti dan
memahami tentang fabic¢s, hal ini karena informasi yang disampaikan tidak
sampai akibat kurangnya sumber berita yang bisa diakses dan terbatasnya
sarana informasi yang ada.
b. Suinberdaya
Ketersediaan sumberdaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh
pada pelaksanaan teknis dilapangan selain sarana prasarana seperti
ketersediaan vaksin dan laboratorium keschatan hewan. Sampai dengan saat
ini di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon masih sangat minim
tenaga teknis baik itu paramedik peternakan maupun dokter hewan sehingga

pelaksanaan kebijakan penanggulangan rabies kurang maksimal.
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Alokasi anggaran melalm APBD Kota Ambon masih kurang dan belumn
mencukupi kebutuhan khususnya dalam menunjang kegiatan operasional
penanggulangan rabies di Kota Ambon sehingga pelaksanaan teknis belum
maksimal terutama dalam membtiayai pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan
pengawasan serta surveilans pada daerah-daerah tertular.

c. Disposisi

Sikap perilaku dari pelaksana dalam melaksanakan tugas’dan tanggung
jawab cukup kuat dan memiliki komitmen yang tinggi hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya kemauan dan komitmén,dari Kepala Dinas dan
seluruh staf untuk terus melaksanakan program Kegiatan teknis walaupun dari

sisi anggaran sangat terbatas.

d. Struktur birokrasi

Legitimasi birokrasi dengan mengacu pada kewenangan yang diberikan
dalam melaksanakaniugas teknis kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Ambon secara\langsung tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun
2007 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies di Kota Ambon.

Standard Operational Prosedure (SOP) penanggulangan rabies di Kota
Ambon maupun pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya
memiliki SOP yang sama yaitu berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pertanian RI mefalui Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan.
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B. Saran

Dart apa yang telah dibahas dan disimpulkan maka dapat disampaikan
beberapa saran masukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai
pelaksanan kebijakan guna dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti :

|. Ditingkatkan partisipasi dan kerjasama yang baik antara Tim Koordinasi
baik di tingkat dacrah maupun kecamatan agar lebih berperan aktif dalam
kegiatan baik itu sosialisasi kepada masyarakat dalam.wilayah masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pencapaian target
yang telah ditetapkan yaitu penurunan jumlah-kasus serta pemberantasan
wabah rabies di Kota Ambon dapat\ferealisir sesuai dengan yang
diharapkan.

2. Perlu adanya perhatian{perierintah daerah dalam pengalokasian dana
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)} Kota Ambon
dalam membiayi) pelaksanaan program kegiatan karena akibat kurangnya
anggaran dalam membiayai kegiatan maka akan berakibat pada hasil yang
dicapai-tentunya akan tidak maksimal.

3. Pefh adanya perhatian pemerintah daerah melalui penyediaan tenaga
teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas operasional agar program
kegiatan penanggulangan dan pemberantasan rabies di Kota Ambon dapat
berjalan sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan dengan
melakukan perekrutan tenaga teknis melalui penambahan formasi Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah guna memenuhi kebutuhan yang ada.

4. Perlu ditingkatkan pelayanan secara terarah dan menyeluruh dalam

pelaksanaan kegiatan vaksinasi tethadap Hewan Pembawa Rabies (HPR)
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agar target minimal yang diharapkan yaitu 70% dari total populasi HPR

dapat terpenuhi.

wh

Kerjasama lintas sektor dengan intansi teknis terkait agar lebih
ditingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik sehingga

permasalahan-permasalahan teknis dilapangan dapat diatasi.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasurnber  : Ir. Jhon Tupan

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Alamat dan No. Hp. : Distanhut Kota Ambon. HP : 085243556765
Tempat Wawancara : Kantor Distanhut, Lt.Il Kantor Walikota Ambon
Tanggal Wawancara : 06 Oktober 2012

Waktu Wawancara : Pukul [4.00 WIT s/d 14.55 WIT

Pewawancara : Dominggus Kastanja

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Apa saja kebijakan yang telah)dilakakan oleh Pemerintah
Daerah Kota Ambon melaldt” Dinas Pertanian dan
Kebutanan dalam penanggilangan rabies di Kota Ambon?
Jawaban : Kami sebagai dinas\teknis yang dipercayakan untuk
melakukan kegiatan\teknis dan program pencegahan dan
penanggulangdn_ rabies berdasarkan pada Peraturan
Walikota Nomor 05 Tahun 2007 tentang pencegahan dan
pemberantasan rabies di Kota Ambon

2. Pertanyaan : Berapa besar anggaran daerah yang dialokasikan melalui
dinas.dalam program penanggulangan rabies?
Jawaban “Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan rabies di

Kota Ambon, sudah beberapa tahun ini alokasi anggaran
dari pemerintah daerah yang diberikan kepada kami
sangat minim, namun kalau kita melihat pada
keterbatasan ini maka tentunya kegiatan ini tidak akan
berjalan dengan baik, namun dengan keterbatasan dana
vang ada kami upayakan memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan
rabies di daerah ini.

3. Pertanyaan : Apa saja kendala yang dihadapi selama ini khususnya
dalam program penanggulangan rabies?
Jawaban : Dari sisi anggaran sangat kami rasakan dimana dalam

membiayai operasional kegiatan di lapangan sangat
terbatas sehingga sering kami memberikan support

kepada staf untuk terus bekerja
4. Pertanyaan : Bagaimana penilaian bapak tentang kondisi penyakit
rabies di Kota Ambon sampai saat imi ?
Jawaban - Kalau dengan populasi anjing yang ada sampai dengan

saat ini berjumlah 10.000 ekor lebih maka kalau kita
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asumsikan jumlah anjing betina separun dari jumlah total
tersebut dengan raia-rata satu tahun bisa melahirkan dua
kali saja dengan tiga ekor anak anjing untuk satu kali
beranak maka dapat dihitung pertambahan populasi dalum
setahun sekitar 30.000 ekor. Dapea kita bayangkan berupa
populasi umtuk lima tahun mendatang seperti apa dan  kalau
sebagian  telah  terinveksi  rabies maka akan sulit
ditangguiangi.

N

Pertanyaan : Dengan populasi anjing yang ada sekarang ini apakah
bisa untuk ditanggulangi?

Jawaban : Kami optimis semua ini dapat didtasi, kalaw  ada
kerjasama antar  berbagai pihak dalam  upaya
penanggulangannya terutama dukungan masyarakat.

6. Pertanyaan : Seberapa besar harapan yang iigin dicapai dalam upaya
penanggulangan penyakitfabies?

Jawaban : Kami berharap agar program yang telah kami laksanakan
selama ini akan npiamipy/ memberikan kontribusi yang
positif terutama dalam menurimkan jumlah kasus gigitan
rabies.

7. Pertanyaan : Selain dari ‘kégiatan-kegiatan yang swndah dilakukan, apa
kah . ada\ kebijakan lain  yang ingin  dilaksanakan
khuSustiya dalam penanggulangan rabies?

Jawaban : intuk sementara waktu kami masih melakukan program
kegioian yang sudah ada sambil melihat perkembangan
yong ada untuk dievaluasi baru kami akan melakukan
langkah selanjutmya.

8. Pertanyaan : Berapa banyak petugas yang diturunkan dalam
pelaksanaan kegiatan terutama dalam program pendataan
dan vaksinasi?

Jawaban : Sesuai dengan tupoksi yang ada maka pelaksanaan teknis
kegiman  khuswsmya  dalam  program  kegiatan
penanggulangan  penyakit  ternak menular  diberikan
kepada bidang peternakan, sehingga petugas teknis
dalam kegiatan ini banyak dilibatkan petugas atau
paramedic peternakan yang ada, kalau ada kekurangan
barulah dilibatkan petugas dari bidang lain.

9. Pertanyaan : Apakah selama ini dalam pelaksanaan teknis
penanggulangan rabies sudah dilaksanakan sesuai standar
prosedur yang ditetapkan?

Jawabai : Kegiatan yang kami lakukan diantaranya adalah

melakukan  pendataan  HPR,  sosialisasi  kepada

masyarakat, dan vaksinasi massal telah lakukan sesuai

standar prosedur khususnya vaksinasi massal kami

berpatokan pada pedoman umnmm vaksinasi massal yang

dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan
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TRANSKRIP BASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Ir. Adoma Gerits
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
Alamat dan No. Hp. : JI. Terminal Mardika Ambon. HP : 081343010703
Tempat Wawancara : RPH Mardika
Tanggal Wawancara : 08 Oktober 2012
Waktu Wawancara : Pukul 10.15 WIT s/d 11.20 WIT
Pewawancara : Dominggus Kastanja

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Apa jabatan Ibu sekarang dan sudah berapa lama?
Jawaban : Saya menjabat sebagai Kepala Bidang FPeternakan pada
Dinas Pertanian dan Kehutandn sejak’tahun 2010
2. Pertanyaan : Tugas pokok dan fungsi bidahg peternakan apa saja?
Jawaban . Kami melaksanakan /stugas/dan fimgsi-fungsi peternakan

diantaranya adalah “pemberian izin pembukaan usaha
peternakan,  /pengawasan, penanggulangan dan
pemberantasan " penyakit ternak menular dan kesehatan
hewan, pengeloialaan Rumah Potong Hewan, dii

2

Pertanyaan : Dalam ‘prosés penanggulangan penyakit termak menular
seperti /peényakit Rabies selama ini apa kegiatan teknis
yang sadah ditakukan bidang peternakan

Jawaban p Sefama ini kami telah melakukan upaya pencegahan
melalui kegiatan pendataan dan vaksinasi massal bagi
HFPR khususyo anjing yang dilaksemakan merata di 5
kecamatan yang ada di Kota Ambon dengan system door

fo door.
4. Pertanyaan : Bagaimana hasil yang dicapai dari pelaksanaan vaksinasi
massal tersebut?
Jowaban : Data hasil vaksinasi massal dapat dilihat pada laporan

yang sudah kami buat dalam format yang nanti kami
berikan, dan laporan itu sudah sangat lengkap karena
kami susun secara mendetail dari masing-masing pemilik
anjing mulai dari nama pemilik, nama anjing. umur, serta
alasan yang tidak mau anjingnya divaksin.

5. Pertanyaan : Dalam pelaksanaan vaksinasi kendala apa saja yang
ditemun dilapangan?
Jawaban : Banyak masyarakat pemilik anjing yang tidek mau

hewannya divaksin dengan berbagai alasan karena
banyak yang berpikiran bahwa apabila anjingmya
divaksin maka akan mati sehingga mereka menolak.
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6. Pertanyaan : Siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses vaksinasi?
Jawaban > Kami melibatkan seluruh pegawai teknis dan penyvuluh
itu penvuluh pertanian maupun peternakon yvang ado

untuk membantu dalam pelaksanaan proses vaksinasi

7. Pertanyaan : Apakah sebelum turun lapangan, petupas diberikan
pelatihan ?
Jawaban : Petugas yang kami libatkan dalam kegiatan ini selain dari

petugas keswan dan veteriner kami juga melibatkan
tenaga penyuluh baik itu pemyuluh pertanian maupun
peternakan yang ada untuk membantu dalam proses
pelaksanaan vaksinasi, dan biasanva s€belum turun ke
lapangan mereka selalu di kotching terlebih dahulu untuk
pemantapan tugas dilapangan

8. Pertanyaan : Berapa jumlah petugas yang diturunkan?
Jawaban > Pada Tahun 2011 jumlah petugas sebunyak 32 orang dan
untuk tahun 2012 ini kdmi menurunkan 50 orang petugas
yang lersebar dalon 3 kécamatan vang ada di Kota

Ambon.
9. Pertanyaan : Berapa jumlah fendga medis yang dimiliki oleh Dinas
sekarang/ini?
Jawaban : Kami ‘bersyukur sekali karena sejak tahun 2010 kami

suddah_memiliki dokter hewan walaupun cuma satu orang
karéna setelah terjadi kerusuhan di Kota Ambon kami
tidak memiliki dokter hewan lagi, semua sudah pindah ke
luar daerah Maluku, selain itu kami juga memiliki tiga

orang paramedik peternakan.
10. Pertanyaan : Apakah dengan keterbatasan tenaga yang ada
pelaksanaan kegiatan teknis dapat teratasi?
Jawaban ; Memang selama ini dalam pelaksanaan kegiatan teknis

banyak mengalami kendala akibat kurangnya tenaga
medis peternakan, namun setelah ada tenaga dokter
hewan walaupun cuman satu orang sudah sangat
membantu  khususnya dalam membackup kegiatan
penanggulangan rabies dan penyakit menular lainnya.

1 1. Pertanyaan : Pelaksanaan vaksinasi massal terhadap HPR yang
dilakukan khususnya terhadap anjing apakah suvdah
maksimal?

Jawaban ; Kalau dari data dua tahun terakhir kami rasa belum

mencapai target minimal narmm ituloh kondisi yang rill
yang terjadi, sehingga dengan demikian kami dapat
mengevaluasi untuk kedepan dapat lebih baik lagi,
khususmya dalam pelaksanaan  sosialisasi  kepada
masyarakat
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12, Pertar:aan o Apahah um svaksiast rang Jibentuk oleh dinas sariap
tahun mengalami perubzhan komposisi?

Jenvarhan Tim seriap rahur omengalaomi perubaban baik juonlah

poesonil maupun komposisi vang disesuaikan  dengan

o kebutahom ok & lapanean.

i ;
Lemacdicg e

Mekanisme pembagian tucas nm seperti apa”
Kami melakvkan pembagion tugas menjadi Vima regu

15, Pertar aan
vang dibagi pada masing-masing kecamuaran vang ada J

Jenvaban
Kota Ambon.

Ambon. 08 Oklober 2002

Naqasumber.

/'r \ &
f

It Adomia Gerrits
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Nama Narasumber
Jabatan

Alamat dan No. Hp.
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Waktu Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan
Jawaban

2. Pertanyaan
Jawaban

3. Pertanyaan

Jawaban
4. Pertanyaan
Jawaban
5. Pertanyaan
Jawaban
6. Pertanyaan
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: drh. Fadillah Alkatiri

: Kepala Laboratorium Tipe B Passo Ambon
: Labkeswan Tipe B Passo Ambon, HP :

: Kantor Dinas Pertanian Prov. Maluku

: 22 Oktober 2012

: Pukul 09.45 WIT s/d 11.10 WIT

: Dominggus Kastanja

: Apa saja tugas pokok dan fungsi labkeswan?
: Kami melaksanakan survey dan pemaniauan lapangan

seria pemeriksaan sampel pepyakit-menular pada ternak,
melakukan uji terhadap hewan  menular dan tugas
lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan analisa
kesehatan hewan terndk.

: Berapa Luas wilayah kerja Labkeswan Tipe B Passo ini?
: Labkeswan Tipe”™ B Passo merupakan salah satu UPT

provinsi yangysécara langsung berada dibawah binaan
Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang secara otomatis
menangant®/ kesehatan ~ hewan  termak  dari 11
kabupiten/kota yang ada di daerah ini.

;. Apa‘saja pelayanan yang dilakvkan?
/Karena merupakan satu-satunya lcboratorium kesehatan

hewan yang ada di Maluku yang memiliki kelengkapan
peralatan dan tenaga medis maka selwruh pemeriksaan
kesehatan hewan ternak dan swrveilans menjadi
tzamggungiawab kami,

: Khusus dalam penanganan kasus rabies, apa saja yang

dilakukan?

> Untuk  kasus rabies kami biasanya melakukan

pemeriksaan sampel terhadap kepala anjing yang diduga
terinveksi rabies guna memastikan apakah betul anjing
tersebu terinveksi rabies ataukah tidak.

: Dari mana saja sampel-sampel itn diambil?
: Biasanya masyarakat yang membawa langsung kepada

kami untuk diperiksa, selain itu juga dari petugas kami
yang tunun ke lokasi maupun dari petugas dari dinas
leknis.

: Dalam pantauan selama kasus rabies yang banyak berasal

dari mana?
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Jern il - Kabaw seleaia e hano ok ampel vang herasal o Koia
Ambon. karene hampir sebugicn besar kasus glginonn
terfadt i Kota Amtbenr oy ado jaga kases veng
berasad dari fudar dimhor sepertt Sawmiaki. Burw, Jdan

VIRD,
7. Pertanzaan : Berapa jumiah petugas sang ada dan hesiapanmva dalam
pelayznan'’
Jeovabon SJumlah petugas  paramcedis  vang ditugaskan pada

Laboratorium Keswan Tipe B Pusso sebarvak 8 orang.
peda prinsiprnva petugas kami selalu siap dengan kondisi
yang ada vprek melavani masvarakar yang melaporkan
Kefadian kasus gigitan rabies dani bicsam a kasi mima
agar masvarakat vang melaporkan kepadd ki dun
sekaligus membanva specimen kepale|ayiie ersangka
rubies uniuk diperiksa olelr petigras Kegmi

8. Pertanvaan : Apakah dengan jumlah petugas varne ada sekarang ini
sudah cukup dalam pelaksahain t0gas teknismya?
Jawaban ; Kalau dilihar dari jumldh petngas vang ada sekararng ini

dibanding dengan mpoksi pdng adu ierus terang belum
mencukupi. ferurarmiaNengga dokier hewarn vang sampai
sekareng baru saru orang perugas.

9. Pertanvaan : Apa saja_kengala vang dihadapi dalam melaksanakan
rugas pokok danfungsi labkeswan?
Jewaban : Kenddalarva gdalah musih kurany 1enago dokier hewan

sehingga periu ditambah. kemudian dari sisi operasional
miasth.aerbaras dalam anggaran. Sclama ini biava daerah
nasiit’ kurang sehingga pelaksanaan teknis terutama
dalam melakukan tugas pengawasan dan pemeriksuan
datau survelein ternak di daerah kabnpatenkoia masih
ierbatas.

Ambon. 22 Okiober 2012

drh. Fadilah Alkatiri
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Nama Narasumber
Jabatan

Alamat dan No. Hp.
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Waktuy Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan

Jawaban

2. Pertanyaan

Jawaban
3. Pertanyaan

Jawaban
4, Pertanyaan
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

2 dr. Thresva Torry

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon

- Dinas Kesehatan Kota Ambon, HP : 081344233577
: Kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon

: 12 Oktober 2012

s Pukul 1525 WIT s/d 12,05 WIT

: Dominggus Kastanja

: Apa saja tupoksi dari Dinas, Kesehatan khususnya
kaitannya dengan penanggulangan ‘periyakit rabies?

: Secara umum dinas kesehatan meiliki tugas menangani
masyarakat yang mengaldmi’korban gigitan anjing rabies
dengan memberikan pgelayanan sedini mungkin kepada
semua yang melaporkamdiri baik di puskesmas maupun
di rumah sakit sesuai standar prosedur yomg ada.

: Apa saja kéndala’yang dihadapi selama ini khususnya
dalam program penanggulangan rabies?

: Kenddla yomg kami hadapi selama ini adalah kurangnya
anggaran /dari pemerintah  daerah terwtama dalam
membiayai operasional kegiatan diantaramya penyediaan
dan pengadaan vaksin bagi pasien kasus gigitan rabies.

~Berapa besar anggaran daerah yang dialokasikan melalui
dinas dalam program penanggulangan rabies?

: Alokasi anggaran yang diberikan kepada kami hanya
sebesar Rp400 juta lebih untuk talmem 2011. Padahal,
setiap orang yang lerkena gigitan anjing harus mendapat
vaksin sebanyak empat kali suntikan. vaksin ini memang
dapat dibeli di luar tenggungan Pemerintah Kota Ambon,
hanya saja terialu mahal yakni sekitar Rp600.000 per
empat kali suntiken. Karena itu, dalam usulan tahun
2012 diajukan lagi besaran dana yang ada dengan
perhinmgan jumlah kasus gigitan di kaki dengan empat
kali suntikan dergan asumsi setiap pasien mendapat
suntikan vaksin sebayak empat kali. Jadi kalau kasus
gigitan 1ahun 2011 sebanyak 1.047 dikalikan empat maka
kami membutuhkan vaksin untuk lajum  berikutnya
sebanyak 4.188 kali suntikan

: Apa yang dilakukan dalam menyikapi keterbatasan
vaksin yang ada?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Tt

Pertany aan T kenapa vaksinast  dilakukan  serelah dilakukan
pemerniksaan [aboratornium?

S aben S Hal i difakvkan dolam rangha efisiensi vaksin dan
mengurangi restko vang ierfacdli sehingea kamv fidak
sehedar melakukan voksin wanpa  mengelahui  upukah
korban 1ersebuwr digigit oleh anjing vang positif rabies
atankal tidak.

6. Pertanyaan : Dalam peiuksanaan vaksinasi anti rabies\dpakah petugas
keschatan telah dibekali secara khusag?

Jenwabhan o Memung  kalau wntuk penanganaw “vabies  khususrnea
petagas kami pada puskeswtias, Yo/ ada pada daevah
ciemic rabies karmi membeyifan/ pembekalim khusus
dalam penanganan rabies!

7. Pertansaan : Apakah di setiap pusKesmas fang ada tclah momiliki stok
vaksin anli rabies Fang cekup?

Jenvaban : Mengingat kurangrvea slok vaksin vang ada pada kami,
maka uniuk peryediatn siok di puskesmas di prioriiaskan
bagi puskesmas.vang ada pada desa atau wilavah vang
rawan kasiy! sedangkan bagi puskesmas vang wda pada
wilavedh “wang” kurang rawan dapar disesnaikon dengan

kondisi

&. Pertanyvaan 7t htwk data pasien korban yang ada apakah sudah terkover
sesuail laporan dard masing-masing puskesmas?

Dara vang ada kami dapatken  berdasarkan loporan
setiap puskesmas maupun data korban yang meloakuken
pengebatan langsung pada rumah sakit. pada prinsipmea
kanti melaporkan sesuai keaadan pada masing-masing
dueruh pelayanan vang ada dalam jangkanar kami.

Jwabun

9. Fortamyaan : Bagaimana hubungan koordinasi dengan dinas terkait?
Jowahun : Hubungan koordinusi denguan dinay teknis selama ini
cukup haik terieama dalam rangha melakukan sosialisasi
dan informasi kepada masvarakan secara bersama-sama.

Ambon. 12 Oktober 2012
Namsul_nbcr,

—\/‘\,?j_;,l::./
1 !

dr. Thresyva Torry
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Ir. Djasmin Badjak

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan
Dinas Pertanian Provinsi Maluku

Alamat dan No. Hp. :JL. Tanah Tinggi Ambon. HP : 081343278099

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian Prov. Maluku

Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012

Waktu Wawancara : Pukul 10.05 WIT s/d 11.00 WIT

Pewawancara : Dominggus Kastanja

Hasil Wawancara :

. Pertanyaan : Apa saja program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian Provinsi dalam program penanggulangan
rabies?

Jawaban : Program vaksinasi massal) lelah kami laksanakan

khususnya di Pulau Ambot karena merupakan daerah
endemis yang harus ditayigani secara serius.

2. Pertanyaan ;. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan
rabies di Provinsi Maiuku?
Jawaban : Kendala wtama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga

teknis dokter' hewan yang ada di daerah ini sehingga
peloksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal.

3. Pertanyaan :Berapajumlah dokter hewan yang ada di Provinsi
Jawaban » Saripai dengan saat ini kami baru memiliki 2 orang
dokter hewan karena sebagian besar telah meninggalkan
daerah pada saat konflik social beberapa waktu lalu

4, Pertaryaan . Berapa jumlah tenaga dokter hewan yang dibutuhkan di
Malukv?
Jawaban D Untuk  setiap kabupatenkota di Maluku  harus

ditempatkan dua tenaga dokter hewan karena merupakan
pintu masuk utama, guna antisipasi masuknya wabah
penyakit  hewan, sedangkan di Ambon dan Dinas
Pertanian Maluku harus tersedia tiga orang dokter
hewan. Dengan rasio pemempatan lenaga dokter hewan
seperti itu, maka berbagai kasus penyakit yang
menyerang hewan peliharaan dan ternak milik warga

dapat segera diatasi.
5. Pertanyaan . Bagaimana peran sertza Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku dalam menyikapi permasalahan ini?
Jawaban : Kami sudah berupaya wumtuk merekrut tenaga dokter

hewan melalui pengusulan lewat formasi CPNS daerah,
namun hdusan tenaga dokter hewan yang ada sangat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41309.pdf
136

scuthif lan Beanpar tedor ok vesi oo oeicbofion ok
sehwsgreny Boser Werntiar atene hilinapr chkter o vanie
silin Pwerensedd dorr Qo Vodiky scfirsea o ke fnnnin
sebentare oot actefaft e omereha kembali ke dacrah

AN AT L I AV I N vt fmw_{_jfku.',' NHGHI I

6 Pertan Ferpa alohast aneearan sang diberibam Khsosoy o dalum
proses prenunuaean rabies B Malub
dovaihen o Mk amrgeneies vonng ddyserntukon hass paossigomicns
rodis ot Muluhbe selunmic o0 scrneqd 1erboras, wntah 1ines
Posteivey Provinsd Malukn setiap i hernvaricasi don
disesucikipr dengan keadisi pado swektn it sefinggeo
pembaiond wnzgeran Aane sespaikens deagant ke locidun
verie eenlesak.
7. Pertinvan o Wirashira umtuk koo wpus siga?
donwerhrn Dotk puriheliens vodhsise dhins Saeseiproit edons Toainmea
sepertt peeavidwlisny dein sosioliss

K. Pertan aon o Bagammana hubungan vangdditahuban ~sclwa e deagan
Prinas Portanion  dapnC Bebhuanan kota Ambon dalam
program penangatdincanfabies?
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Bainimuany hubungan vane dilakukan sclama ini dengan
inas Peraman dan Kehuanan Kot Ambon dalam
proveam penanggubingan rabigs?

Jenvedusy Nimi selaky koordiname o Provast wnnsna dolam
prcteckacnrkan tuses selala awelaknkan koondivasi dengan
kabupaten kg vone e di daerale on, didoon
pelaksancian progiram kegiatin pencneetdimean robivs oi
Vuluhe veary nona kebetndun thy Aot proviosi ada i
Ambon vaug meniadi davralt cmdenric rabies seligca
purtu mendupent prechations serins.

2, Pertam aan

.y

Amban, 22 Oktober 2012

DYjasmin an\.}d{

Ir?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Daniel Tupamahu

Jabatan : Korban gigitan anjing rabies
Alamat dan No. Hp. : Kelurahan Kudamati - Ambon HP :
Tempat Wawancara . Rumah Narasumber

Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2012

Waktu Wawancara : Pukul 12.15 WIT s/d 13.05 WIT
Pewawancara : Dominggus Kastanja

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Apakah saudara pernah menjadi korban gigitan rabies?
Jawaban : Benar, saya pada talun 2009 pernafindigigit oleh anjing
yang diduga sebagai pembawanrabies/dan waktu itu saya
berpikir cuman gigitan biasa.

2. Pertanyaan : Pada wakt mengalami‘kejadian tersebut apa yang saudara
laknkan ?
Jawaban : Waktu itu tetangga “sava menyampaikan kepada saya

untuk segera( ke~ rumah sakit untuk diperiksa karena
kondisinya pada-waktu itu lagi musim rabies.

3. Pertanyaan : Apa yang dilakukan ketika sampai di rumah sakit?
Jawaban : Kébetulan” karena rumah sakit wmum daerah dekat
dengan’ rumah saya maka langsung di bawa ke RSU unt
itk diperiksa dan dari keterangan yang disampaikan olekh
saya, maka petugas melakukan tindakan pencegahan
melalui pemyuntikan vaksin anti rabies.

4. Perntanyaan : Pada saat dilakvkan vaksinasi anti rabies berapa biaya
yang dikeluarkan waktu itu?
Jawaban : Besar biaya yang dikeluarkan waktu itu saya lupa

Jjumlahnya tetapi tidak terlalu banyak dan prinsip saya
biaya sebesar apapun yng penting saya tidak mengalami
kejadian buruk dan bisa sembuh itu sudah cukup.

5. Pertanyaan : Apakah setelah kejadian tersebut saudara mengalami
gangguan lain?
Jawaban : Syukur sampai sekarang saya masih ada dan sehat

karena saya tidak mengalami kejadian bwruk seperti
teman saya yang juga digigit anjing rabies dan
meninggal.

6. Pertanyaan : Bagaimana menurut sandara tentang kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah dalam proses penanggulangan
rabies di Kota Ambon?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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6. Pertanyaan . Bagaimana keadaan setelah dilakukan vaksinasi?

Jawaban . Sejak pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian
dan Kehutanan pada tahun 2010 sampai sekarang ini kasus rabies
sudah tidak ada lagi di desa kami, sehingga masyarakat sudah
tidak merasa resah lagi dengan kondisi yang demikian, dan kami
sangat berterima kasih kepada dinas teknis yang sudah
melaksanakan vaksin sehingga desa kami sudah dinyatakan aman

dari penyakit rabies
7. Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan yang sudah
dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas teknis?
Jawaban . Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas

teknis dalam melakukan program vaksinasi sudah sangat baik dan
saran kami agar ini terus dilakukan/ mengingar penyakit rabies
sangat berbahaya bagi masyarakat.

Ambon, M9 Oktober 2012

Narasumber,

Brury Pesulima, SP

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Nama Narasumber
Jabatan

Alamat dan No. Hp.
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Waktu Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara :

Pertanyaan
Jawaban
1. Pertanyaan
Jawaban
2. Pertanyaan
Jawaban
3. Pertanyaan
Jawaban
4. Pertanyaan
Jawaban
5. Pertanyaan
Jawaban
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: Brury Pesulima, SP

: Sekretaris Desa Soya

: Desa Soya Kec. Sirimau - Ambon HP :
: Rumah Sekretaris Desa Passo

: 19 Oktober 2012

: Pukul 16.05 WIT s/d 17.10 WIT

: Dominggus Kastanja

: Apakah pernah terjadi kasus rabies'di [Jesa Soya?
;. Pernah, itu pada tahun 2009

: Bisa ceritakan kejadiansya seperti apa?
: Ceritanya salah seg¢rang /masyarakat Desa Soya yang

kerjanya sebagai tukang ojek pada waktu itu digigit
anjing dan meninggal! kami mencwrigai bahwa korban
tersebut digigit anjing rabies kemudian kami melaporkan
kepada dinas derkait.

: Apd yang dilakukan oleh dinas teknis?
: Mereka langsung melakukan pemantauan lapangan dan

wiengadakan pemeriksaan sampel anjing dan setelah
dilakvukan pemeriksacn ternyata positif rabies.

: Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah

desa dalam menyikapi hal ini?

: Sejak saat itu kami pemerintah desa dan dinas teknis

dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Ambon melakukan
kerjasama dengan jalan sosialisasi kepada masyarakat
tentang prosedur penanggulangan rabies dan cara- cara
mengantisipasi

: Apakah setelah itu dilakukan vaksinasi massal?
: Betl sekali, setelah kejadian tersebut dari dinas

pertanian melakukan vaksinasi di desa Soya dimana pada
waktu itu semua anjing diharuskan untuk di vaksin

: Bagaimana keadaan setelah dilakukan vaksinasi?
: Sejak pelaksanacn vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2010 sampai
sekarang ini kasus rabies sudah tidak ada lagi di desa
kami, sehingga masyarakat sudah tidak merasa resah
lagi dengan kondisi yang demikian, dan kami sangat
berterima kasih kepoda dinas teknis yang sudah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Nama Narasumbper @ Mozes Sathuteru
labawn D hepala Desa Latuhalat
Alamar dan No. Hp. © Desa lLatuhalat Kec. Nusaniwe 1P
Tempat W avaneara  © Ruuzh Kepala Dosa Latahiabi
Tanggal Wawancara : 20 Okwober 2012
Wakie Wawancara : Pukul 1640s5d 1750 WIT
Pewawancara : Dominggus Kasianja
Hasil Wawancara :
1. Pertamaan : Berapa jumiah penduduk di Desa Latghalat?
Javahan ;D Dari dara hasil sensus penducduk tahin” 2010 junlak

kepala kelnarga webanvak 3221 KK wewean total jumlah
penduduk sebanvak 9132 jivg,

I~

Pertamvaan : Apakah dalam beberapd tahun” terakhir pemah terjadi
kasus gigitan anjing atau kasus rabies di desa Latuhalat?

Jawahan : Kasny rabies pertania &ali rerjadi pada 1akun 2009
dimana pada wakin_ il ada warga masvarakar vamg
digigir anjingsdan keniudian setelah dibawa ke puskesmas
umtuk pengobmwi/ namun jelang beberapu bulan orang
rersebhut, meninggal. Setelah peristiwa itu wmasyvarakat
menjadi takul rarena diduga anjing 1evsebut 1erkena
rabies,

3. Penanyaan * Setefah kejadian tersebut apa vang dilakukan oleh
pemerintah desa?
fawaubon s/ Awalmya kami belum dapat memastikan bahwa rtelah
‘ teriadi wabah rabies Jdi desa kamii, namun setelah
dilakukan pemeriksaan terhadap anjing vung menggigil
warga yang meninggal tersebwt baru kami pastikan
balwa suduh terjodi waboh rabies. Seteloh it kami
melakukem tindakan antisipasi dengan jalun menghimban
kepada masyarakat untuk tetcp waspada.

4. Pertanyaan : Apakah permah dilakukan vaksipasi massal di dJdesa
Lathala?
Jawabarn ;. Kegiatan vaksinasi baru dilakikan tabun 201 1 kemarin.

wh

Pertanyaan : Apakah seteilah dilakukan vaksinasi tepadi penurunan
kasus gigitan?

Jawaban ; Sebelum peluksanaan vaksinasi di desa kami  sudah
banyak korban gigitan, berdusarkan data yvang adu
balva sebelum tahun 2011 korban meninggal sudah 3
orang ramun Ssetelah kegiaian vaksinasi  massal
dilakukan terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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6. Peortanyaun o BDalam peliksanaan vaksinasi apakab semua anjing vang
ada dapat divaksin?
Javwahun Dk deva kami puddu pelvhsanacr: voksros! imassal
tahiaen 201D kemarny banvak unjing vane Ldak divaksin,
7. Penanyaan : Faktor apa yang men) cbabkan sampai bisa demikian?
B AT Fukror  wnova vare  wioochabhaer  demikiun karera

kuremgmea kesadaran masyarakar tentang  pertingma
vaksinasi azar dapat 1crhindar dari permvakit rabies.

8. Penamaan : Apa vang dilakukan pemenntah desa dalam menyikapi
hal erscbur?
Jawahin : Kumi akan berupava keras dengan me lakukan soxialisasi

kepada  masyarokat  ogar  mau medaknkan  vaksinasi
terhadap  anfing-awipig  mereka tharericas kalau  1idak
dilakukan maka akibanna ckanSsangay varal. dan kita
sucdedr Flun akiboaom o sckarang,

Ambon. 20 Okiober 2012

Mozes Salhuteru

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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A Peortar: aun © Apakzh mendapai hapak centang heblighan vang sudeh
dilakukar  pemeriniat cacran  daiam mepanggulangi
ralbies ini?

Jenwabon CMenirmt s ape vane sidoin dildakukan pemerinial
ererah dudcan upan oo menangandangt wabics sudah eukup
buik. namm sarart sava perin dilokukan secara berkala
SR FEFEFGR JAngan fuhna pada sadt terjadi Kasus ierapi

periu diantisipasi lebih mval.

7. Pertans aan . Reglatan vaksinasi massal apakah cukup baik dilakukan?
i ohon - Vuksipasi vang  dilakukan  sudah cukup baik  dalam

mennrunkan jumfalr kasus yang rerjadindan ini harus
rerns dilakukens mengingai KNoig dashen/adulull daerah
vang rawen rabies sehingoa havuSdironggulangt dengonr
SCTTE.

Aafihon? 21 Okober 2012

Narasumber.

Marthen Sarimarella

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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REKAPITULASI HASIL VAKSINASI RABIES PER KECAMATAN
TAHUN 2007 - 2012 DI KOTA AMBON

| KECAMATAN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 éﬁ\l\[AAL:SI—:N
SIRIMAU 2748 2833 2186 vakum 2221 2646 12634
NUSANIWE 3470 4135 2640 vakum 3303 3544 17092
’7 LEITIMUR 877 376 498§ vakum 317 726 2794
BAGUALA 2049 2164 1262 vakum 2057 2442 9974
TELUK AMBON 982 1035 537 vakum 1302 1102 4960
TOTAL 10126 10543 7123 1] 2202 104540 47454

Sumber : Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan KehGtanan Kota Ambon, 2012

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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REKAP DATA HASIL VAKSINASI RABIES 2011
KELSEii{-IAN PUPPY | TAP AR TMV | BUNTING J&:KTS?: n \JJTKsm POPULASI
BATU GAJAH 13 16 2 13 1 45 143 188
KARPAN 39 8 8 23 3 81 148 229
HTV. KECIL 35 2 24 6 72 206 278
URITETY 10 7 7 3 34 72 106
AHUSEN 1 3 17 6 41 121 162
BATU MEJA 69 23 8 52 5 157 208 365
AMANTELU a3 6 3 23 8 83 133 216
50YA 14 27 0 9 1 51 122 173
BATU MERAH 18 0 0 36 1 55 35 90
HONIPOPU s 2 5 0 12 18 30
RUALI 25 13 a 15 5 62 87 149
WAIHOKA 58 10 5 14 5 92 143 235
JUMLAH 339 120 56 06 a4 785 1436 221
[Type
PASSO 177 42 2 111 17 368 621 989 T——
' HALONG 119 7 19 49 10 204 283 487
WAIHERU 6 1 1 0 8 14 22
NANIA 6 3 6 2 5 2 28 50
NEG LAMA 3 0 0 1 0 4 91 95
LATERI a1 12 13 29 10 105 223 328
LATA 3 2 4 26 0 35 51 86
JUMLAH 355 67 63 219 a2 745 1311 2057
TiHU 0 3 0 6 210 216
LAHA 5 0 6 0 0 11 31 42
TAWIR} 1 7 5 13 6 42 54 9%
POKA 30 7 4 4 4 49 75 124
WAYAME 23 2 3 36 5 69 66 135
WAILELA 44 1 3 26 3 77 120 197
HTV BESAR 37 2 7 56 13 134 186 220
HUNUTH 37 5 8 4 3 57 117 174
JUMLAH 187 35 36 142 34 445 859 1304
EMA o 10 4 25 5 44 25 69
NAKU 4 0 o 14 1 19 57 76
HATALAL 6 3 0 15 1 25 33 58
KILANG 3 0 17 0 20 10 30

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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HUKURILA 0 0 0 15 0 15 17 32
LEHARI 0 3 0 3 0 6 2 8
RUTONG 4 0 0 17 0 21 16 37
HUTUMURI 0 P 0 1 0 3 4 7
JUMLAH 17 18 4 107 7 153 164 317
TUNI 0 12 5 5 0 22 22 44
MAHIA 7 0 0 38 0 45 12 57
KUSU-KUsSU 1 11 7 9 0 28 19 47
ERIE 30 23 0 15 10 78 114 192
SILALE 0 3 0 0 0 3 2 5
NUSANIWE 24 15 0 12 1 52 124 176
KELSE::{_'AN PUPPY TAP LIAR T™MV BUNTING J\:’-:KLII): TER:IL:KSIN POPULASI
WAIHAONG 7 0 0 1 8 8 16
AIR SALOBAR 4 Q 1 0 1 6 33 39
WAINITU 21 6 3 13 4 47 162 209
| KUDAMAT] 182 23 30 93 21 349 344 693
AIR LOW 0 1 0 10 0 11 4 15
LATUHALAT 50 18 2 70 4 144 131 275
MANGGA DUA 1 2 3 15 1 22 65 87
URIMESING 43 12 9 20 4 38 98 186
BENTENG 137 10 24 111 9 291 570 861
AMAHUSU 79 20 15 109 8 231 170 401
JUMLAH 586 156 99 520 64 1425 1878 3303
TOTAL 1484 407 258 1214 191 3554 5648 9202

Sumber : Bidang Feternakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, 2012
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REKAP DATA HASIL VAKSINASI RABIES 2012

SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL
DESA/ KELUARAHAN POPULASI TDX TOTAL
pupPY | LiAR [ M | TAP [ BUNTING | yagsiy | TeRvAKin
KEC. SIRIMAU
Desa Hative Kecil 56 0 4 0 0 12 44
Desa Galala 17 a 0 2 0 o 2 15
Kel. Pandan Kasturi 20 0 7 0 0 13 7
Desa Batu Merah 89 15 0 26 0 2 43 46
Kel. Rijali 194 24 5 34 5 4 72 122
Kel. Karpan 330 8 1 29 [3 2 46 284
Kel. Waihoka 253 20 3 45 8 9 8% 168
Kel. Amantelu 205 41 3 29 5 3 76 129
Kel. Honipopu 75 4 0 (3 4 1 15 60
Ket, Uritetu 175 21 2 19 9 3 54 121
Desa Soya 358 6 2 7 3 4 22 336
Kel. Batu Gajah 330 43 a 14 11 7 79 251
Kel. Batu Meja 437 8 Y 25 14 0 48 389
Ahusen 107 12 1 14 1] 0 27 80
Jumiah 2,646 216 22 256 65 35 594 2052
SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL
DESA/ KELUARAHAN POPULASI 7 TDK TOTAL
PUPPY | LIAR | TMV | TAP | BUNTING | yaxsiv | Tervaksin
KEC. NUSANIWE
Dusun Seri 95 14 11 14 0 3 42 53
Dusun Airlouw 11 0 0 0 0 0 0 11
Desa Latuhatat 578 62 7 140 23 16 248 330
Desa Silale 103 10 1 53 9 7 80 23
Dusun Erief 170 34 7 7 5 7 &0 110
Desa Amahusl 551 58 26 103 49 15 251 300
Kel. Nusaniwe 200 18 2 37 15 1 73 127
Kel. Benteng 438 28 3 73 20 10 134 304
Kel. Wainitu 345 77 9 19 12 11 128 217
Kel. Xudamati 545 46 9 66 8 6 135 410
Kel. Urimesing 305 37 10 25 13 6 91 214
¥el. Mangga Dua 125 1 5 16 18 1 41 34
Dusun Kusu - Kusuh 3 0 0 0 0 0 6
Dusun Tuni 12 4 0 0 5
Dusun Mahia 47 6 0 20 0 27 20
Waihaong 13 0 1 0 0 1 2 11
Jumiah 3544 395 £ 5741 173 84 1317 2227
SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL
DESA/ KELUARAHAN POPULASI TDK TOTAL
PUPPY | LIAR | TMV | TAP | BUNTING | yacsin | Tervaksin

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kec. LEITIMUR SELATAN
Desa Hatalai 69 ]\ 3 1 12 2z i3 26 43
| Desa Naku 95 | J 4 25 0 1 30 69
Desa Kilang 34 0] 1 5] © 1 8 26
Desa Ema 59 0 5 1 1 0 7 52
| Desa Hukurila 70 0 4 13 2 5 24 46
Desa Rutong 92 6 7 4 11 2 30 62
TOISAPU 78 0 2 1 12 P 17 b1
WAILIHA 25 8] 0 8 0 0 8 21
Desa Leihari 59 0 53 20 9 1 36 23
| Desa Hutumuri 137 23 6 43 14 1 87 50
| Jumlah 726 32| 36 133 51 21 273 453
SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL
DESA/ KELUARAHAN POPULASI T TDK TOTAL
PUPPY | LIAR | TR ‘ ) ‘ BUNTING | yakSIN | TERVAKSIN
Kec. BAGUALA
Desa Halong 360 l 23 b 2y 26 12 92 268
Desa Latta 57 7 1 16 5 1 24 33
Kel. Lateri 387 25 13 9 43 99 288
Desa Passo 1,414 218 53 130 83 36 520 894
Desa Negeri Lama 123 ] 6 3 2 z 26 97
Desa Nania 65 13 4 1 4 4 26 39
Desa Watheru 36 6 0 1 1 0 -] 28
Jumiah 2442 305 33 179 | le4 64 795 1647
SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL
DESA/ KELUARAHAN POPULASI T TOK TOTAL

PuPPY | LIAR | TMV | TAP | 8UNTING | yaxsin | rervaksin

Kec. TELUK AMBON
Desa Hunut/Durian Patah 108 7 0 o 0 14 9
Desa Poka 113 8 3 4 6 28 85
L Kel. Tihiw 19 0 0 7 0 1 8 11
Desa Rumah Tiga 223 41 4 19 9 4 77 146
Desa Wayame 79 1 14 9] 0 15 o4
WAILUHA 29 0 0 8 Q 4] 8 21
Desa Hatiwe Besar 184 33 15 14 2 6 70 114
Desa Tawiri 340 19 9 57 1 12 S8 242
Desa Laha 10 0 1 1 0 0 2 3
Jumlah 1102 108 33 134 16 29 320 782
Jumiah MV 10,460 1,056 265 | 1,276 | 469 233 3,299 7161

Sumber : Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, 2012

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




41309.pdf

Lampiran 4 149

Penduduk Kota Ambon Per Desa Tahun 2011

Kecamatan/Desa/Kel Laki-Laki Perempuan Jumlah
Latuhalat 4,375 4,757 9,132
Seilale 719 771 1,490
Nusaniwe 1,510 1,606 3,116
Amahusu 2,339 2,598 4,937
Kel Nusapiwe 4,566 4,677 9,243
Kel Benteng 7,546 8,044 15,590
Kel Wainitu 4,567 4,901 9,468
Kel Kudamati 7,472 8,086 15,558
Urimesing 3,744 3,890 7.634
Kel Mangga Dua 3,713 1,865 3,578
Ket Urimesing 1,558 1,568 3,126
Kel Waihaong 2,795 2,875 5,670
Kel Silale 1,888 1,924 3,812
SIRIMAU 70626 73317 143,943
Soya 4,346 4,583 8,929
Waihoka 2,440 2,499 4,939
Kel Karang Panjang 3,291 3,496 6,737
Kel Batu Meja 4,844 5,292 10,136
Kel Batu Gajah 3,405 3,694 7,099
Kel Ahusen 1,510 1,778 3,288
Kel Honipopu 3,336 3,117 6,453
Uritetu 2,422 2,370 4,792
Kel Rijali 3,547 3,571 7,118
Kel Amantely 3,715 3,786 7,501
Batu Merah 29,373 30,374 59,747
Pandan Kasturi 3,114 3,169 6,283
Hative Kecil 4,651 4,778 9,429
Galala 682 810 1,492
TELUK AMBON 19,821 19,695 39,516
Laha 2,785 2,735 5,520
Tawiri 2,536 2,531 5,067
Hative Besar 2,773 2,786 5,559
Waiyame 3,065 3,021 6,086
Rumah Tiga 4,489 4,380 3,869
Tihu 381 415 796
Poka 2,353 2423 4,776
Hunuth/Durian Patah 1,439 1,404 2,843
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BAGUALA 27,489 27,464 54,953
Waiheru 5,604 5,179 10,783
Nania 1,905 1,935 3,840
Negeri Lama 1,120 934 2,054
Passo 10,540 10,714 21,254
Lateri 2,615 2,712 5,327
Halong 4,870 5.121 9,991
Latta 835 369 1,704
LEITIMUR SELATAN 4,720 4,944 9,661
Naku 348 363 711
Kilang 435 426 861
Hukurilfa 327 293 620
Ema 342 388 730
Hatalae 510 553 1,063
Hutumuri 2,047 2,165 4,212
Rutong 376 433 809
Leahari 335 320 655
TOTAL d67,448 172,879 340,427

Sumber : Badan Pusat Statistilc 2012
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PEMEPRINTAF KO Y AMBON
SEKRETARIAT KOTA
foslio Hags ~ | ;\.l\:_’;_‘.:\--‘_‘hr}‘}‘ u LT Tafng
ANBON
Fands P w7020
T — e — I —
SURAT IZIN PENELITIAN
NO 070F g0 JSETKOT
WALIKOTA AMBON
fhembaca Surat ga- Oirektar Program  Pascasaranz  Lniversitas Terbuka Nomor
115447/UN13 4/AK/2012 Tanggal 19 September 2012 Pegribal ljin Penelitian
Menmbang Banwa dermu ketancargn pengabdian kepada masyarakal dan pemerintah daeran

terutama pengamalan itmu pengetahuan secara mrmi=-maka kami tidak xeberatan

untuik mengsbutkan permohonan dimaksud

MEMBERIKAN 1ZIN KEPADA

Nama ©  Dominggus Kastanja, 5. Pt

NIM 017105137

Pekerjaan . Manasiswa Pascasdanana U - UPBJ Ambon

Alamat . Kota Tual

Mengadakan penshazan dalam, sangkd penyusunan  Tesis dengan  judul

“Analisis Evaluasi Kebijakan PRaranggulangan Rabies di Kota Ambon”

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Harus dapat menyusun dan _imengajukan pernanyaan secara tertulis untuk
kemudian melakukan wawancara dengan responden yang bersanghkutan.

b. Data yang dperleh gan hasit peneliian atau wawancara harus dapat
dirahasiakan wntuk Kepentingan din pnbadc dan tdak disebarluaskan kepada
phak-pihak fang tidak benanggunmawab.

¢. Masa penghban, lerhflung mulai tanggal 20 September 2012 sid 29 Oktober
2012 dengan mengikub ketentuan-ketentuan yang berlaky di lokasi penelitian.

d. Lokasi pénelnan adalah Dmnas Pertaman dan Kehuianan Kota Ambon, Dinas
Kesehatan'Kota Ambon, Badan Pusat Statistik Kota Ambon, dan Intansi terkatt.

2 Melapoiian hasil pepefiian pada angka 1 (satu) di atas secara tertulis selambai-
fambathys” 2 x 24 jam kepada Walikota Ambon Cq. Kepala Bagian Tata
Pémersintahan

Membaca

Ambon, 78 September 2012

A SEKRETARIS KOTA
ASSISTEN PEMERINTAHAN
S Ub

s o
KEP:ALA.BA_QI\Ah!K{ATA PEMERINTAHAN

o . Pembina Tk.l
. NIF19570103 198211 1 011

Tembusan -

1. Direktur Program Pascasanana Universitas Terbuka
2. Kepals Dinas Pertanian Pertanian Provinsi Maluku
3. Kepala Cinas Pertanian dan Kehutanan ota Ambon
4. Badap Pusat Statstik Kota Ambon

5. Yang Bersangkutan

& .
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Agama 1 Protestan

Anggota Keluarga ;5 Orang
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KEVENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSETAS TERBLU KA

Fadwn wabe Rosvo, Pondek Cabe, Panmalana, Tangorany Sciatan 5+ R
Telepor 02127490041 TTunt-no

ol

L~ TAS TEIFUra la. cm VDT T o U0 DT TSRA T Sebactnr s Reans
Laman voa ulacoo
Nomor : 15417/ UN31.4/AK,/ 2012 19 September 2012
Hal : Pengumpulan data untuk lugas Akhir

Program MADP-UT

Yth

Untuk keperluan Studi Eksploratoris dalam rangka Penulisan Tugas Akhir
Program Magister (TAPM) pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka,

dengan ini kami menecrangkan bahwa;

Nama . Dominggus Kastanyva
NIM 3171053137
Program : Magister Ilmu Admirdstrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Universitas Terbuka (NMAP-UT)
Judul TAFPM : Analisis Evaluasi Kebijakan Pcnanggulangan Penvakit Rabies di
Provinsi Maluku

Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu/5dr. kiranva berkenan memberi ijin
dan fasilitasi agar yang-bersangkutan dapat mengumpulkan data/informasi pada
Instansi/ Lembaga/ Perasahaan vang Bapak/Ibu/Sdr. pimpin.

Atas scgala perhatian Bantuan dan kerjasama vang baik kami mengucapkan terima
kasih.

Tembusan:

1. Purek III {sebagai laporan)
2. Direktur PPs-UT )
3. Kepala UPBJ]-UT Ambon
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WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - . TAHUN 2007
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN RABIES
Dl KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menmbang - 3 bahwa Kota Ambon merupakan‘salah satu Daerah yang
tertular penyakit rabies ;

o

bahwa rabies merupakan periyakit'yang sangat berbahaya
sehingga upaya penanggdianggannya periu dilakukan
secara intensif dengaf .Cara” memberikan wvaksin rabies
terhadap hewan penular rabies yang dipelihara masyarakat
{anjing, kucing, kera) secara rutin ;

c. bahwa keputusam™persama Menteri Kesehatan, Menteri
Pertanian, @an ~Menten Dalam Negeri Nomor 279
A/Men Kes/SIZVIN978, Nomor 522/Kpts/Um/8/78, dan
Nomor, 143\ Tahun 1978 menyatakan menteri Dalam Negeri
membanty ~dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan
operasional menyangkut manusia dan masyarakat serta
Hewari” yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Gubernur
dan Bapati Walikota; ’

di, bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi
Nomor 32 Tahun 1882 tentang Koordinast Bagi
Pencegahan, Pemberantasan Dan Pernggulangan Penyakit
Rabies Di Daerah dan telah ditindaklanjub oleh Walikota
Ambon dengan Keputusan Nomor 524.3/729/2003 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pembabasan Rabies Kota
Ambon;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d. periu
mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon  tentang
Pengendalian dan Pemberantasan Rabies Di Kota Ambon.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
tentang Pemberntukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku
(Lembaran Negara Tahun 1957 Momor 80), sebagai
Undang — undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomar
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

7. Peraturan .f
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Z  iniarg-Undasg Noemor 3 Tass 1827 t2niang Ketentean-
ketentiLan Poxok Petenakan dar Kesehatan Hewan
{Lemparan Nega-a Tahur *387 Nomor *0, Tambahan
Ledrbaran Negara Nomor 2824)

I UpzangUndarg Nomzr & Tanon 16982 tentang Viabah
Penyak.! Menuiar {Lemba-an Negara Tanun 1984 Nomor

-y

22 Tambaran Lemzaran Nzgara Nomar 32730

<  Ungang-Uncang Nomcr 23 Tahun 1992 tenlan; Kesehatan
{(Lemzaran Nagara Nomor 100, Tahun 1882, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495} ;

5 tUpdang-UnJjang Nomor 10 Tahun 2004  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tamrbahan Lambaran
Negara Nomor 4389),

q)

Undang-Undang Nomor 32 7 ahus 2504 tentang Femerintah
Daeran {Lembaran Negara Nomor '125) Tambzhan
Lembaran Negara Normo- 4437) |

e

Peraturan Pemerintan Noman %/ Tahun 1955 tentang
Pemrbentukan Kota Ambon_ Sgbaga: Daerah yang Barhak
Mengatur dan Mengurds | Kdmah Tangganya Sendici
{Lembararn Negara Tazhwii 1955 Nomor 30. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 809);

8. Peraturan Pemerntah Nomoe 13 Tahwn 1379 tentang
Perubahan Batas Wilayah Xotamadya Daerah Tingkat I
Ambon  (Lembafan  Negara Tahun 1979 Nomor 2CZ,
Tambahan Lercbdran Negara 3137),

9. Peraturah Pemerntah Nomor 25 Tahun 2200 -entang
Kewenangan” Pemerintah Provins dan Kabupaten/Kota
sebagai ‘Daerah Otonom {Leembaran Negara Tahun 2000
Mamior 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

MEMUSTUSKAN :
Menetapkan, W\ “PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN RARBIES
BAR |
Pasal 1
{Pengertian)
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaxsud dengan -

1. Daerah adalah Kota Ambon;

2. Pamerintal: Caerah adalah Kepa.a Daerah beserta Perangkat daerabh Otonom
yang lainnya sebagai Badan Eksekutf Daerah;

3. vval.kata adalah Walikota Ambon;

4. Satuan Kera Pemerintah Daerah disingkat SKPD adatah Dinas Kehutanan
Pertanian can Peternakan kopta Ambon;

5. Petugas {
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5 Petugas adalah Petugss Peterra<an paca Dinas Kehutanar peranan dzan
Peternakan Kota Ambon;

a.

Pemealhara anjng sda:ian crang atan Ladar ~“ukum 43n; memiks 3lau
disarahi wgas memelihara a3y ng:

7 Hewan penular rabes menput anpng. kucing can kera seianjutnya ca.am
Peraturan VWahksts i disebul HPR |

8. Pening adalan 1anda yang dika.ungkan pada &ner HPR ;

Tim Koord.nas: Pembebasan Rabies yang selamutnya disingkat TIKOR Kola
Amben adalan Tim yanyg dibeniuk bercasarkan Keputusan Walkota Nomor
524.3 /723 2302 tentang Pembentukan Tim KoorZirasi Pembebasar Rables
di Kota Ambon .

@

BAB I
TUJIUAN
Pasal 2

{Arah Pengaturar)

Pengaturan mengerai Pengendalian gan Pemberantasan Rabies di kota Ambon
dimaksidran uniuk mendeteksi melsas danjatea mewabannya serta untuk
melindungi kesalamatan riwa warga_kota/Ambon dart ancaman Virus Rabies
(Aniing Gila).

BAB 1l

KEWAJIBAN PEMELIHARA
HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

Pasal 3
(Pomelihara)

1) Setiap ‘efadng yan3z memilhara HPR wajib membari Vaksin Rabies pada
Hewannya.

2) Selain kewajioan untuk member vaks.n rabies sebagaimana d-maksud pada
ayst (1) pemalihara HPR juga wallb merantai/mengikatmengurung atau
mergkandangkan HPR peliharaannya.

3) Selaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). orang yang
memelinara HPR sabagai ho2Zi maupun untuk tuyjuan kemersil juga wajib
melapokan jumlah populasi HPRnya pada RT/RW, tempat domisilinya setiap
3 (tiga) bulan.

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh RT/RW diteruskan ke ke
Pemerintah Daerah melalui Desa/Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya
digunakan sebagai data dasar populasi HPR olah SKPD.

Pasal 4

{Usaha HPR)

1 Pemaditharaan HPR untuk tyuan komersit wajib memiliki §in usaha,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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2. Iyn usaba sebagaimanz aimaxsud pada aval *7. pasa 1 gdikeluarkan oleh
SKPD sesual tugas dan fungsinya

3. Dikategor<a~ sebaga usana kCmearsia’ ass s~ kepzyikar HPR dengan
jumtah poputasi iebih garn 10 (sepuluh} ekor

4: Pemainarza- PR unluw tujuan sebajarmana 2 aksel 2ats ayat 1) pasa in
dilarang paca ickasi pemukiman

3, Bentuk. warna. isi tuhsan ljn Usaha HPR sepagaimana cimiaksua pada 2yal
(2) pasal ini diitetapkan dengan keputusan kepala SKPD

BAB 1V
TATA CARA PENANGANAN RABIES
Pasal 5

{Ciri-Ciri Rabies Pada HRR])

Setiap HPR terwular rabies memiliki ciri-cifi atau<tanda-tanda/gejala sebagai
benkut :

1. Rabies Ganas .
a. Tidak menurnst penntah tuannya/pemihk;
Airliur keluar berlebihan;
Menjadi ganas,
Menyerang atau menggigiDapa’saja yang giemui
Ekor melzngkung dibawah gerut diantara dua paha; gan

-0 an o

Kejang-kejang kemudian lumpub dan mati paling lama 12 (dua belas) hari
setelah timbulngjala,

2. Rabwes Ter@ang :

Senang berada/bersembunyi ditermnpat gelap dan sejuk;
Kejang-kéjang (Berlangsung singkat bahkan sering tak techhat) ;
Mengaiam: keiumpuhan;

Tidak mampu menelan;

Muiot terbuka dan air liur keluar berlebihan; dan

Kematan terjadi datam vaaktu singkat.

S M o oW

Pasal 6

{Pananganan HPR Tersangka Rabies)

Orang/Pemelihara/Tikor yang menduge/maenyangka adanya HPR terjangkit
rabies, harus melakukan langkah-langkah :

a. Mengikat HPR tersangka rabies uniuk dicbservasi selama 10 — 14 han;

b. Dalam masa observasi jika HPR mati atau dibunuh, kepalanya harus dibawa
ke Labolatorium Type B di Passo untuk didiagnasa:

¢. Membakar dan menanam HPR yang mati Karena rabies dengan kedalaman
lubang sekurang-kKurangnya 1 {satu) meter ;

d. Apabila _ﬁ
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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C  Apabwa sz.2ian Meewat: 14 (empal Deias, "a’ rMasa ohir/asi sepagammana
dimaksud cada ayat (1) pasal ini HPR masth tetap hidup, diakukan vaksinasi
rabes ce 37 uinya diembalikar kepada camitix can

2 Daiam hal HPR sebagaimana dimaksud pada huruf d tdak bertuan (ada yang
memilixi; Detgas seqara Mmalakukan tndakan aliminasi HPR bersangkutan

Pasal 7

{(Penanganan Korban HPR)

1 Dalam na’ aganya anggola masyarakal yang digigit HPR :anjing atau kucing,
kera) HFPRnya harus diduga sebagai tersangka rabies.

2. Tindakan yang harus dilakukan akibat kejadan sebagamanasdmmaksud pada
ayat (1) pasal int agatah :

a. Merncac iuka gigitan dengan air sabun getergen selama 34 10 ment,

b Membersihkan/mengeringkan luka dengan kain/kasa steril kemuvdian
mernteri alkohol 70 % atau Yodium Tinktur, dan

c. Membawa penderita ke PUSKESMAS {erdekat atau Rumah Sakit guna
mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR),

Pasal B

fMaksiriasi HPR)

1} Vaksinas: rabies terhadap HPR dilaksanakan secara teratr oleh petugas
vaksinator SKPD sekurang-kurang sekali setiap tahun.

2) HPR yang divaksinasi harus‘telah berusia lebih dan 2 {(dua) bulan .

3) Setiap HPR yang telalr@iben vaksm rabies. diben tanda pening sebagas tanda
telah di vaksipasifabies,

4) Seluruh HRR\Gang berada di Kota Ambon sudah harus divaksinasi Rabies 2
{dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

9) Pening, ‘sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 1 agar senantiasa
digdrmungkan pada lehemya HPR dan wajib dijaga jangan sampai hilang.

BAB V
PENGENDALLIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

{Pengendalian)
Pengendatian teshadap pengaturan pemeliharaan HPR dilakukan oleh ;
a. Tim keordinasi Pembebasan Rabies Kota Ambon :
b. Tim koordinasi Pembébasan Rabies Kecamatan Sirimau ;
¢. Tim koordinasi Pembebasan Rabres Kecamatan Nusaniwe ; dan
d. Tim koordinasi Pembebasan Rabies Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

a5 .
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Pasal 10

(Pengawasan)

Pengawasas i2rhacap .alu intas HPR alanuran oieh Satuan Kena Parangsat
Caerah ter¥a: sebagarmana dimaksud pada pasal ¢ bersama-sama dengan
masyaraka’

BAB Vi
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11

(Tindakan)

1} Pemerntan daerah melalui sawuan  kefa pemenniak “daerah 1erkail
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 berwanang menhgambil langkah
mengeliminasi/mermusnahkan HPR tenangkit virus atautersangka rabies.

2\ Pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan
jika termyata orang/pemelhara HPR tdak memaiuniketentuan sebagaimana
dimaksud pada pasa! 3, pasal 4, dan pasal B agat (1,2 3. dan 4) Peraturan
Walikota int.

3) Pemertintah daeran dan atau saiwuan keflaspemérintan daerah terkait melalui

Desa/Kalurahan setampat. Media ElektréniK, /Haran Umum, Pengumuman.
maupun selebaran memberilahukan thindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2).
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
{Saat Barlaku)
Peraturan Waiikota in,maiai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap_ocmng/ mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Walikota,inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Diletagkan di Ambon
adartanggal

‘.;. ALIKOTO Ny

A T a

Diundangkan DI Ambon
paca tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,

NY. HESINA JOHANA HULISELAN/T

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2007 NOMOR .. .
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PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

J.oswitan Hairun Npc) TIp 091 [-353540. Fax.091 | -343969

LA H oM

Kaode Pos - w7124

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NO. 070/ 4%2L /SETKOT

Walikota Ambon dengan int menerangkan bahwa

Nama . Dominggus Kastania S.Pt

N1 M © 017105137

Pekerjaan *  Mahasiswa Pascasanana UT — UPB.I Amban
Program Studi . Magister limu Administrasi Publik (MARY
Aiamat . Kota Tual

Tedah selesai mengadakan penelitian dalam rangka pefyusunan Tesis dengan judul “ Analisis
Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Rabies di\Kota Ambon” yang dilaksanakan tanggal
20 September 2012 s/d 29 Okwober 2012 yang beriokasi pada Dinas Perlanian Prowvinsi
Maluku, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotz Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan
Badan Pusat Statistik Kota Ambon.

Demikian Surat Keterangan ini_dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon. Ol Nopember 2012

A.n SEKRETARIS KOTA
ASSISTEN PEMERINTAHAN
it . Ub
P KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

S

'
'3
b Y

i

< . Drs.J. TAMTELAHITU
N -v- . Pembina Tkl
Sa2. 19570103 198211 1011

Tembusan :

. Direkiur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
. Kepala Dinas Pertanian Pertanian Provinsi Mahiku

. Kepata Dinas Pertanian gan Kehutanan Kota Ambon
. Badan Pusat Statistik Kota Ambon

. Yang Bersangkutan

Arsip

M s

Ao W
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REXAPITULASI SARAN PERBAIKAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG

: Dominggus Kastanja

: 017105137

: Analisis Evaluasi Pelaksanaan Kebiiakan Penangsuiangan Rabies di Kota Ambon
: Analisis Implementasi Kehijakan Penanggulangan Rabies di Kota Ambon

: Sabtu, 29 Juni 2013

SARAN;EI;::SAIKAN SARAN / MASUKAN SESUDAH KOREKSI KET.
1. Analisis dan tmpilementasi hasil | Untuk  lebih  focus kepada
penelitian jangan lebih banyak | implementasi kebijakan maka
PEMBIMBING | menjelaskan masalah Rabies | disepakati dilakukan perubahan
(Prof. Dr. Rakhmat, tetapi harus lebih  banyak | judul penelitian rifeniadi “Analisis
Drs.,MS) menjelaskan mengenai | Implementasi Kebijakan
implementasi kebijakan Penanggulapgan Rabies di Kota
Ambon”
1. Dalam penjilidan, susunan | 1.__ disesuaikan
daftar isi, taftar tabel, daftar
grafik, daftar bagan, daftar
gambar tidak perlu diberi sekat
2. Kesimpulan dan saran kurang |2, Telah disesuaikan
PEMBIMBING i mencerminkan hasil ( temuan
iDewi A. Padmo Putri, dan bahasan
M.A, Ph.D) 3. Pada Bab Pendahuluan kurang | 3. Sudah ditainbahkan sesuai
didukung oleh teuri {referensi) saran masukan
yang cukup
4. Cek penubsap Daftar Pustaka | 4. Telah diperbaiki sesuai saran
masithadayang tidak mengikuti masukan
aturan APA Style”
1. Pertegas masalah penelitian: | 1. Masalah penelitian di
Ifmplémentasi atau  evaluasi fokuskan pada Implementasi
dalam rurmusan judul sesuai judul yang baru.
2/ Kajian pustaka difokuskan sesuai | 2. Sudah di sesuaikan
pilihan no.1
(Pro?l\':LGug\JIIi?HH:rln di, 3. Kesimpulan ég_ar menjawab | 3. Sudah diperbaiki
MPA, Ph.D) rumusan penel-lFuan - . .
4. Saran agar dijaga keterkaitan | 4. Sudah disesuaikan
dengan kesimpulan
5. Kutipan agar diperbaiki sesuai
pedoman penulisan TAPM 5. Sudah diperbaiki
1. Dalam melakukan analisis perfu | 1. Sudab dilakukan perbaikan
menggunakan “bahasa” sesuai masukan
KETUA KOMISI UJIAN administrasi publik supaya tidak
{Suciati, M.5c.Ph.D) teknis peternakan
2. Daftar Pustaka bhalaman 1| 2. Sudah ditambahkan
hilang
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